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(GS. al —A'raf . 29)

Masa depan yang cerah datang bagi mereka yang bergegas
menjemputnya, namun tidak bagi mereka yang bermalas-
malasan menunggunya.

Berharap itu bukan hanya diam tapi tetap berdoa dan

berusaha.
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ABSTRAK

Wasilatul Habibah. 2011110067. 2015. Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut 'ah dalam
Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl). Skripsi
Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negenn (STAIN) Pekalongan. Pembimbing 1 Maghfur Ahmad, M.Ag,
Pembimbing II H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Dalam KHI Pasal 149 huruf a dan b disebutkan bahwa suami yang
menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah. Idealnya setiap
putusan pengadilan dijalankan dengan sukarela, tetapi manusia pada dasarnya
mempunyai watak kikir atau pelit. Aturan dalam UU No. 7/1989 sebagaimar
telah diubah dengan UU No. 3/2006 dan perubahan kedua dengan UU No.
50/2009 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 4 sering dijadikan pegangan bagi
suami untuk mengucapkan ikrar talak tanpa memperhatikan kewajibannya. Oleh
karena itu bagi istri terbuka kesempatan untuk mengajukan eksekusi nafkah iddah
dan mut’ah (pembayaran sejumlah uang) terhadap mantan suaminya dengan jalan
penjualan lelang dan hasilnya digunakan untuk memenuhi isi putusan. Namun,
untuk sampai pada realisasi penjualan lelang secara nyata, diperlukan berbagai
tata cara dan penahapan yang dibarengi dengan berbagai persyaratan. Dan dalam
praktek menjalankan eksekusinya pun di lapangan terkadang tidak mudah, ini
menunjukkan bahwa eksekusi merupakan peristiwa hukum yang sangat krusial.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah eksekusi
natkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak putusan nomor:
0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan mengapa eksekusi nafkah iddah dan mut’ah dalam
perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak efektit. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksekusi nafkah iddah dan
mut’ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan
untuk menganalisis ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah dan mut’ah dalam
perkara cerai talak putusan nomeor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl. Penelitian ini juga
memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Sumber data: primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan
datanya dengan wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan dan
para pihak yang berperkara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data
yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa eksekusi
natkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak putusan nomor:
0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur
penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama
Pekalongan, hal ini tidak lain karena adanya faktor yang menyebabkan
ketidakefektifan eksekusinya yaitu karena administrasi prosedur eksekusinya tidak
terpenuhi dan para pihak tidak kooperatif, kendalanya adalah objek yang akan
dieksekusi dijadikan hak tanggungan di bank. Sedangkan yang menjadi
hambatannya yaitu Pemohon eksekusi tidak segera mendaftar dan membayar
biaya untuk melaksanakan lelang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan perisiwa hukum yang menimbulkan
serangkaian akibat-akibat hukum, terhaday kasus permohonan cerai [alak
dar: pihak suami, hukum memerintahkan kepada majelis hakim yang
mengadili perkara tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban
bagi bekas isterinya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan
suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya. Déngan demikian apabila terjadi perceraian, suami
mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada
bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:*

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa
vang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhiil,

b. Memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa ‘iddah, kecuali
bekas isteri telah dijatuhi Oaldk bé'in atau nusyiiz dan dalam keadaan

tidak hamil;

'M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.81

? Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI, Cet.2 (Jakarta:
Prenada Media, 2004), him.255-256




¢. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu
gabla ad-dukhiil mahar dibayar setengahnya

d. Memberikan biaya hallanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Nafkah ‘iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh seorang pria
kepada bekas isterinya berdasarkan putusan pengadilan yang
menyelesaikan perceraian mereka.?

Sedangkan mut’ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada
isteri yang dicerainya (cerai talak) agar hati isteri dapat terhibur.
Pemberian itu dapat berupa uvang atau barang, pakaian, perhiasan menurut
keadaan dan kemampuan suami.*

Mengenai besar kecilnya nafkah ‘iddah dan mut’ah berdasarkan
atas kesepakatan yang disesuvaikan dengan kemampuan suami. Jika
terjadi  perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan
Agama délam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat
menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari
kedua belah pihak.

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam
pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan
ketentuan syariat Islam. Di sinilah hakim-hakim agama akan memutus

perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara

*Abdul Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), him.1281

“Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, tt), hlm.179




bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat
permohonan).

Namun denukian, segala upaya hukum yang di lakukan pada
proses peradilan di lingkungan peradilan agama, efektifitasnya masih
ditentukan kemudian melalui  pelaksanaan putusan hakim atau
eksekusinya. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan
untuk memulihkan, mengembalikan ataupun memperoleh hak-haknya
kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh
pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan
hakim oleh aparat hukum di Pengadilan Agama.’

Putusan hakim dapat dilaksanakan: ®
a. secara sukarela, atau
b. secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak

terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di
pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau
putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvorbar bij vorraad)
dapat dilakukan eksekusi.”

Perlu diketahui juga, bahwa tidak semua putusan yang sudah

mempunyal kekuatan pasti harus di jalankan, karena yang perlu

*Sulaikin Lubis, et al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Cet.],
(Jakarta: Kencana, 2005), him.146

SA. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet.3 (Edisi Revisi),
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), him.313

"Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), him.194




diiaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu
putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan
suatu perbuatan.”

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata
cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi
tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan
proses hukum acara perdata.’

Namun dalam praktek pelaksanaannya di lapangan pun terkadang
tidak mudah, ini menunjukkan bahwa eksekusi merupakan peristiwa
hukum yang sangat krusial. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya
pelaksanaan eksekusi yang mengakibatkan kericuhan bahkan sampai
terjadi bentrokan antar pihak maupun dengan aparat hukum, kericuhan
yang terjadi ketika dilaksanakannya eksekusi ini di karenakan penolakan
eksekusi dari pihak tereksekusi dengan alasan terjadi ketidakadilan, sama-
sama mengklaim kepemilikan atas lahan yang di eksekusi dan telah
memenangkan perkaranya, dan karena alasan bahwa objek yang akan
dieksekusi salah (salah objek), dan lain sebagainya.

Di Pengadilan Agama (PA) Pekalongan jumlah perkara cerai talak
yang diputus pada tahun 2011-2013 mencapai 436 (empat ratus tiga puluh

enam) perkara yang diputus dan hampir semua pelaksanaan putusan

*Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam
Teori dan Praktek, cet.11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), him.129

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,
Cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), him.1




tersebut dilaksanakan secara sukarela, hanya ada satu putusan yakni
putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl yang sampai mengajukan
permohonen eksekusi nafkah iddah dan mut’ah.'®

Dalam amar putusannya Pemohon (mantan suami) dihukum untuk
membayar nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 dan mut’ah sebesar Rp.
150.000.000 kepada Termohon (mantan isterinya) jumlah Rp.
180.000.000, kemudian mantan suami mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Agama (PTA) Semarang, dalam putusan PTA bersifat
mengukuhkan terhadap putusan PA Pekalongan. Namun yang diberikan
hanya Rp. 20.000.000, sisa yang belum dibayarkan Rp. 160.000.00 dan
sebelum putusan itu dijatuhkan, majelis hakim tidak memerintahkan untuk
-dilakukan sita jaminan terlebih dahulu.

Hingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Pemohon tak
kunjung juga melaksanakannya dengan memenuhi sisa kewajiban yang
belum dibayarkan kepda Termohon yakni Rp. 160.000.000. Oleh karena
itu, mantan isteri mengajukan permochonan eksekusi kepada PA
Pekalongan, sebab eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah
pimpinan ketua pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara
tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada,

maka sangat urgen jika permasalahan tersebut dikaji lebih lanjut dalam

penelitian dengan judul “EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN

"Wawancara dengan Moh. Sukiyanto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
Pekalongan, 04 Oktober 2014
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MUT’AH DALAM PERKARA CERAI TALAK Putusan Nomor:
0284/Pdt.G/2012/PA PKI”.
Rurausan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Bagaimanakah eksekusi nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai
talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pk1?
2. Mengapa eksekusi nafkah iddah dan 1nut’ah dalam perkara cerai talak
putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak efektif?
Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis eksekusi nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara
cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl
2. Untuk menganalisis ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah dan
mut’ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA
Pkl
Kegunaan
Di samping tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki kegunaan
baik secara teoritis maupun praktis:
1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu
pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya hukum perdata di
Pengadilan Agama yang berhubungan dengan eksekusi nafkah iddah

dan mut’ah.




2. Secara Prakts, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan
dan referensi atau bahan bagi praktisi hukum dan peneliti selanjutnya
atau pengembangan yang sejenis, dan masyarakat pada umumnya
dalam melaksanakan eksekusi nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan
Agama.

E. Telaah Pustaka
Dalam telaah pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya
ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sekaligus untuk
mengetahui  posisi  penelitian ini di antara penelitian-penelitian
sebelumnya. Di antaranya adalah:

1. Fina Ernawati dengan judul “Efektifitas Eksekusi Nafkah Lampau
Telaah ~ Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama Batang
No.0768/Pdt.G/2006/PA Btg” dalam penelitiannya dapat disimpulkan
bahwa efektifitas eksekusi nafkah lampau berjalan sesuai dengan
prosedur hukum yang ada sehingga putusan yang dijatuhkan dan yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berlaku efektif bagi para
pencari keadilan dan penelitian ini memfokuskan pada efektifitas
eksekusi nafkah lampau.'!

2. Lilik Malikhah dengan judul “Upaya Pengadilan Agama Dalam
Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai
Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)” berdasarkan

pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

"Fina Ernawati, Efektifitas Eksekusi Nafkah Lampau Telaah Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Batang No.768/Pdt.G/2006/PA Btg, Skripsi Jurusan Syari’ah Prodi Ahwal
Syakhshiyyah STAIN Pekalongan (2008).




mengajukan gugatan rekonpensi pada Pengadilan Agama Sleman dan
kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang
ingkar akan kewajibannya. Hasil dari penelitian in1 adalah bahwa
pertimbangan mantan isteri mengajukan gugatan rekonpensi pada PA
Sleman atas dasar pengingkaran mantan suami dalam melaksanakan
putusan hakim mengenai natkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah,
sedangkan kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan
suami yang ingkar akan kewajibannya yakni pelaksanaan eksekusi
dalam rekonpensi tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan kondisi
riil mantan suami tidak sanggup lagi memenuhi amar putusan akan
tetapi dalam konpensi dapat dilakukannya ikrar talak.'*

5. Khosiyah dengan judul “Pengaturan Pemberian Nafkah isteri Dalam
Masa Iddah (Studi Kasus Putusan No.0026/Pdt.G/2010/PA Kjn)” hasil
dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa nafkah iddah merupakan
kewajiban bekas suami, sedangkan pengaturan pemberian nafkah
iddah oleh majelis hakim memberikan rincian atas dasar pada
kemampuan dan keadaan bekas suami dengan kesepakatan antara
suami isteri, kadar nafkah iddah tersebut didasarkan pada jumlah

kebutuhan pokok yang diperlukan, dan penelitian ini memfokuskan

“Arif Dwi Prianto, Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut’ah (Studi Terhadap
Perkara No.131/Pdt.G/2005/PA SMN), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyyah
UIN Yogyakarta, (2009).
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pada pengaturan pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama
Kajen.l5

6. Hidayatur Rokhman dengan judul “Eksekusi Nafkah Anak Dalam
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Putusan
Nomor: 1233/Pdt.G/2009/PA Kndl)” berdasarkan pembahasan dan
analisis yang dilakukan terkait dengan kasus putusan tersebut dapat
disimpulkan, bahwa hasil putusan tentang hak nafkah anak dapat
dijalankan secara efektif dalam intern persidangan, akan tetapi tidak
bisa efektif ketika sudah di wilayah ekstern persidangan dan perslitian
ini memfokuskan pada eksekusi nafkah anak.'®

7. Ana Rosita dengan judul “Analisis Pelaksanaan Mut’ah dan Nafkah
Iddah (Studi Kasus Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA Smg di
Pengadilan Agama Semarang)”, penelitian ini memfokuskan pada
prosedur pelaksanaan putusan PA tentang mut’ah dan nafkah iddah
dalam perkara cerai talak dan upaya PA Semarang dalam Pelaksanaan
Putusan PA Semarang no.0985/Pdt.G/2011/PA SMG tentang mut’ah
dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak. Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa sikap PA terhadap mantan suami vyang tidak
menjalankan kewajibannya pada isteri tergantung pada mantan isteri

itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada PA atau tidak,

PKhosiyah, Pengaturan Pemberian Nafkah isteri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus
Putusan No.0026/Pdt.G/2010/PA Kjn), Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyyah
STAIN Pekalongan (2010).

"Hidayatur Rokhman, Eksekusi Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan
Agama Kendal (Studi Kasus Putusan Nomor: 1233/Pdt.G/2009/PA Kndl), Skripsi Jurusan Syari’ah
Prodi Ahwal Syakhshiyyah STAIN Pekalongan, (2012).
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dalam perkara ini isteri memilih untuk tidak melanjutkan perkara dan
tidak mengajukan permohonan eksekusi meskipun hak-haknya belum
terpenuhi, adapun upaya PA Semarang setelah sidang ikrar talak
adalah menyarankan pihak mantan isteri untuk mengajukan
permohonan eksekusi. ha
Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa pembahasan tentang
eksekusi sudah cukup banyak akan tetapi penelitian tentang eksekusi
nafkah ‘iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Pekalongan belum pernah
ada yang meneliti tentang hal tersebut.
F. Kerangka Konsep
Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi
putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uvang, maka jika
sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita
jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi
sita eksekutorial. Kemudian eksckusi dilakukan dengan cara meclelang
barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah
yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya
sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.
Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan, maka
eksekusi dimulai dengan mensita sekian banyak barang-barang bergerak,
dan apabila diperkirakan masih tidak cukup, juga dilakukan terhadap

barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk

'"Ana Rosita, dnalisis Pelaksanaan Mut’ah dan Naﬂcah lddah (Studi Kasus Putusan
No.0985/Pdt.G/2011/PA SMG di Pengadilan Agama Semarang), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan
Ahwal Syakhshiyyah TAIN Semarang, (2013).
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memenuhi pembayaran  s¢jumlah  uang yang harus dibayvar menurut
putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

Dalam hukum acara perdata ada dua macam sita eksekutorial,
yaitu:'®
1. Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan;

2. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena
sebelumnya tidak ada sita jaminan.

Efektifitas hukum merupakan sebagai bentuk iiteraksi antar aturan
perundangan atau sistem norma lainnya  ketika dilaksanakan dalam
masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan
dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan
lingkungannya. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku
masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundangan, yaitu:'’

1. Aspek-aspek sosial secara umum:
a. Aspek politik
b. Aspek ekonomi
¢. Aspek agama dan budaya
d. Aspek pendidikan
e. Aspek gender

f.  Aspek demografi

"Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, Op. Cit, hlm.130

PMukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Cet., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.52-53




13

g Aspek hingkungan.
2. Aspek hukum secara khusus:*’

a. Tekstual peraturan perundangan

b. Nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur

c. Prosedur pelaksanaan peraturan

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud,
berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku
secara yuridis, sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu,
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam
masyarakat, yali‘ru:21
1. Kaidah hukum / peraturan itu sendiri, vang dalam hal ini hanya

terbatas pada undang-undang
2. Petugas / penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun yang menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
4, Kesadaran masyarakat.

Mengenai hal tersebut efektifitas hukum akan berjalan dengan baik

apabila di dalam masyarakat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang

tinggi. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu: -

1bid, him.53

27 ainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.62-68

ZSoerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalain Masyarakat, Cet.3,
(Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.228-229
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. Pengetahuan hukum; artinnya, seseorang mengetahui bahwa prilaku-

o

prilaku tertentu diatur oleh hukum

[N)

Pemahaman hukum; artinya, seorang warga masyarakat mempunyai
pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu,
terutama dari segi isinya

3. Sikap hukum; artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk
mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Seorang warga masyarakat menaati atau tidak suatu aturan hukum

karena berbagai sebab, yaitu:

1. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar

2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa

3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesama
4. Kepentingan-kepentingannya terjamin.

Pasal 196 HIR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi. isi
keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan
permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua
pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat
menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang
dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu

di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan
hari.”

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c:
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
isteri.

" Het Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang diperbaharui

2 . A 7. - .

*Moch. Asnawi, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang
Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, (Kudus: Menara, 1975), him.16
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a. Memberikan mut'ah vyang layak kepada bekas isterinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gabla ad-
dukhiil, ,

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri

selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istenn telah di jatuhi ralak

ba’in atau nusyiiz dan dalam keadaan tidak hamil;

Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh

apabila gabla ad-dukhiil,

d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

o

KHI Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya
kecuali 1a nusyiiz.

KHI Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba ‘da ad-dukhul,
b. perceraian itu atas kehendak suami.

KHI Pasal 159

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada
pasal 158.

KHI Pasal 160
Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal
54 ayat 2: Pelaksanaan putusan dalam perkara perdata dilakukan oleh
panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.®®

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mencakup

penelitian terhadap efektifitas eksekusi natkah iddah dan mut’ah

»Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam, 2000), him.69-73

%Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Sinar Grafika,
tt), hlm.12




Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor: 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor: 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum
Islam, putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan
nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg, perkara eksekusi nomor:
0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-
buku dan referensi lain yang sesuai dengan pokok
permasalahan yang diteliti yakni yang berkaitan dengan
eksekusi, natkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Panitera
Pengadilan Agama Pekalongan yakni seputar eksekusi dan faktor-
faktor yang menjadi kendala eksekusi, dan para pihak yang
berperkara (Pemohon dan Termohon) yakni seputar putusan
nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan eksekusinya.
b. Dokumentasi
Yaitu berupa Het Herziene Indonesisch Reglement!

Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Undang-undang Nomor: 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Nomor:

9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun




1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomer: 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor: 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor:
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilast Hukum
Islam, putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan nomor:
0100/Pdt.G/2013/PTA  Smg,  perkara  cksekusi  nomor:
0001/Pdt/Eks/2014/PA  Pkl, Mahkamah Agung RI “Pedoman
Peluksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II
(Edisi Revisi)”, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata karya Moh.
Tautik Makarao, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek
karya Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,
Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama karya A. Mukti
Artho, Figth Munakahat 1 dan 2 karya Slamet Abidin dan
Aminudin, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern
karya Mardani, Fikih sunnah 7 karya Sayyid Sabiq, dan lain
sebagainya.
Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis pada eksekusi
nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak putusan nomor:

0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan ketidakefektifan eksekusi natkah iddah




dan  mut’ah dalam perkara cerai  talak  putusan  nomor:

0284/Pdt.G/2012PA Pkl.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi
ini secara keseluruhan, penulis uraikan secara global sistematika yang
digunakan untuk menyusun skripsi, vaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka konsep, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, meliputi: eksekusi, nafkah iddah, dan
mut’ah.

Bab III Eksekusi Natkah Iddah dan Mut’ah; meliputi: prosedur dan
biaya eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan, putusan nomor:
0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg, dan
eksekusi nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA PKl.

Bab IV Analisis, meliputi: analisis terhadap eksekusi nafkah iddah
dan mut’ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA
Pkl dan analisis terhadap ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah dan
mut’ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl

Bab V Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran.




BAB VYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan terhadap
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu eksekusi nafkah iddah
dan mut’ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA

- Pkl dan mengapa eksekusi nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak
putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak efektif, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa eksekusi nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak
putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak dapat dilaksanakan sesuai
dengan prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang di
Pengadilan Agama Pekalongan, hal ini tidak lain karena adanya faktor yang
menyebabkan ketidakefektifan eksekusinya yaitu karena administrasi
prosedur eksekusinya tidak terpenuhi yakni eksekusinya tidak segera
didaftarkan lelang dan membayar biaya lelang; para pihak tidak kooperatif:
Termohon eksekusi tidak kooperatif dengan sikap ketidakhadirannya pada
saat sidang tegoran (aammaning) dan saat pelaksanaan sita eksekusi,
Pemohon eksekusi dianggap tidak kooperatif karena tidak segera mendaftar
dan membayar biaya lelang; yang menjadi kendalanya adalah objek yang
akan dieksekusi dijadikan hak tanggungan di bank schingga ketika dilakukan
eksekusi pihak Pemohon eksekusi akan rugi karena tidak sesuai dengan hasil

yang diinginkan untuk memenuhi amar putusan yang belum dibayarkan yakni
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Rp. 160.000.000; sedangkan yang menjadi hambatannya yaitu Pemohon
eksekusi tidak segera mendaftarkan lelang sehingga Pengadilan Agama
Pekalongan tidak dapat melanjutkan eksekusinya ke tahap selanjutnya yaitu
penjualan lelang atas tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi
yang nantinya hasil dari penjualan lelang digunakan untuk memenuhi amar
putusan yang belum dibayarkan.
Saran-saran

Pertama, perlu adanya payung hukum karena telah terjadi kekosongan
hukum dalam melaksanakan putusan atau eksekusi yang berkaitan dengan
hak-hak isteri dalam masa iddah. Hendaknya Mahkamah Agung sebagai
lembaga tertinggi membuat peraturan (PERMA) atau dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) yang memuat aturan tentang pelaksanaan pufusan
atau eksekusi yang berkaitan dengan hak-hak isteri dalam masa iddah, agar
supaya mempunyai daya paksa sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif,

Kedua, bagi para Pemohon eksekusi sebelum mengajukan
permohonan eksekusi hendaknya lebih cermat dan teliti terhadap objek yang
akan dimohonkan untuk dieksekusi agar tidak terjadi ketidaksesuaian dari
hasil penjualan lelang dengan yang seharusnya dipenuhi oleh Termohon
cksekusi, dan hendaknya Pemohon eksckusi segera melakukan pendaftaran
dan'pembayaran biaya untuk melanjutkan dari pada kelanjutan perkaranya
agar cksekusinya tidak semakin berlarut-larut dan menggantung. Dan
pentingnya sifat kooperatif dari para pihak. maksudnya para pihak dapat

diajak bekerjasama dan bersedia membantu dalam penyelesaian eksekusi.
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.Reglemcn ini. deuat dxzaman pcme.tmtaban Belanda. Judul aslinya adalah. "ch]ement op.de
: mcocrmmg van de ponue, de nutgc:tnjxc rechispleging en de st:tafvatdcnng ondet de Inlatiders
¢n de Vieemde Oosterlingen op Java en \Ladmg“, denigan singkat lazim discbut "Inlandsch
Reglement”, dlsmgkatkan men;adx LR."

"Betdasaﬂmn pada .pas_ .. 16 = g bng.)arurat tahun 1951 No:l: maka”{( 133 dmyatakan
betlaku scbagai hukam acara pid.ma sipil di Indonesia dengan bcbempa perubaban yang
dltetangkzm dalam:. undangmndang darurat tetsebut.

Riwayat R. b i B sebagm hukom-acara pxdana dengan singkat dapat diutarakan sebagai berikut:

Sebelum zaman pen)ajahan, hukum vang betlaku di Indonesia adalah hukum faja-raja yang
‘betkuasa disitu. Semenjak bangsa Belanda datang menguasai Tadonesia, di zathan V.O.C,
maka hukum yang herlaku hagi orang-otang Belanda di pusat dagang V.O:C. ialah hukum
kapal yang fcrdm dati hukum Bclzmda kuno ditambah dengan azas-azas hukam Romawi.
Bethubung hukum kapalitu lambat laun karena perkembangan zaman tidak b.gx dapat

LIJ\,LL\ p‘xbxmkﬁf_‘l s¢miua p“ﬁou“ a daﬂ pcf‘n.ax.a—ywl.km a vmuf' L\,L}ILL]LL \_L:L pdsat pu‘saL ﬂhg’h.ls l‘u
mzka oleh Belanda kemudlm dibuat peratutan-peraturan batu lebih lanjut yang diumumkan
dalam ‘bentiik plaka at, kemudian dihimpun menjadi satu dan dinamakan Statuta Betawi

Makatgp *
yaiig betlekn teitaing “tama di “Batavizse Ommelanden” = Betawi dan Daerah-daerah

Sekitatnya, yaitu dacrah batasnya di sebelah Barat: sungai Cisadane, di Utara: pulau-pulau di
teluk Betawi, di Timur: sungai Citarum dan di Selatan: Samudera Indonesia,

Oich penguasa CLmZK.:UC!lm bahwa plaKa[—p'aKﬂ[ itu beriaku DB.U'I semua suku Daﬂ(’bd yang
berada di tempat itu, akan tetapi ternyata dalam praktcknya harzya diguniakan bagi bangca
Belanda saja, sedangkan unt;uk bangsa Timur Asing dan’ Peribumi tetap betlaku hukum adat.
Bagi beberapa dacrah lainnya para penguasa V.O.C. mencoba juga mengadakan kod1p1kas1 dari
hukum adat untuk mmgadlh mereka yang tanduk pada hukum adar; cmszknya ua;a,

1. Kodi plks.sl Hukum Adat Cina oleh pusat V.0.C., berlaku bagi orang-otang Cina di
Betawi dan sekitarnya.

2. “Kodipikasi Pepakeni Cirebon oléh kuasa V.O.C. di Cisebon, dimaksudkan betlaku bagi

penduduk Bumiputera & Cirebon dan sekitarnya.

3. Kodipikasi Kitab Hukum Moghatraer oleh penguasa V.O.C. di Semarang dan

daerabinya.

Kodipikasi Hukum Bumiputera Boni dan Goa oleh penguasa V.O.C. di tempat itu

berlaku bagi penduduk Bumiputera di Gea dan Boni.

Lama tidaklah banyak pembahan—pcmbanau yang tcr;aci dalamkeadaan perundang-undangan
di indonesia. Perubahan yang agak penting ialah terjadi daiam tahun 1848, oleh karena paaa
waktu ita mulailah betlaku apa yang biasa disebut oleh Belanda: "Pesundang-undangan baru"
Sejak itu kekuatan hukum Belanda Kuno dan Hukum Romawi hapus dan tidak berlaku Ligl

Perundang undangan yang baru itu adalah akibat dad pada perubahan- pembahan perundang-
undangan di Negara Belanda dalam tahun 1838 yang menghapuskan hukum kerajaan Perancis
setelah Negerd Belanda memperoleh kembali kemerdekaanny ya.

Mula-mula Raja Belanda dengan Keputusannya tanggal 6 Mei 1846 No.1 dalam pasal 4
memerintahkan kepada Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda untuk membuat bagi Hindia-

Ten

:4.\




Belanda suata pcmturan tata—usaha kepah'_‘fan, beserti Vet i it p i€ atan perk

kritfinik mengenai golongan Bumiputera dan orang—orang yang &pﬂsamakan I«‘repa&a mereka

: Khusus untuk kepeﬂuan itu dan guna membantu Gubemnut-Jenderal dalam mcnyelesalkan -
petinth tetsebut; Baja mengmmkar seorsng shli yangbemama, Fhe. Mr. Wichers dari Negeri

Belanda ke Hindia-Belanda.

Atas jasa Jhr. Mr. Wichers maka rencana undang: undang bartu itu seiesai d1kcqakan, ditetima
oleh Gubcmur-jcndcraL dan diumumkan dengan Publicatie tanggal 5 Aptil 1848 (Staatsblad
tzhun 1848 Nu. 16} dengan ;..du.},a‘ s telah m*erwgmn di atas yang deagan singkat lazim

_d15ebut "Inlandsch chiement" atau dxsmgkatkan lagi LR.

Keimvudian Iniandsciy Reglement" ini ﬂikuatkan dmgan chutusan Raja: t:mgg:ﬂ 29 Septem‘ber

849 No.93 { \oma.tsmaa tahun 1849 No.63 )

Se)ak dikeluatkan pestama feali, maka 1 R. ira telah: bcbcrapa kali mengalarm perubahan.

Perubahan-perubahan yang p aling pcntlng termuat datam:

1. Staatsblad tahun 1941 No. 31 jo No0.98, ialah petihal petbahatuan peraturan penuntutan
terhadap otang—orang yang bukan’ bangsa FEropa.

2. Staatsblad tahun 1941 No.32 jo No.98, ialah pembaharuan peraturan tentang
pemeriksaan pendahuluan di dalam petkara-petkara ktiminal tethadap orang-orang
Indonesia dan Tiraur Asing, diantata miana; enam buah titel yang pertama diganti’
dengan dua buah t}teI bara, kemudian isi selurubinya dard LR. ita diumumkan kembali
dalam.

3.  ‘Staatsblad tahun 1941 No44

“"Inlandsch Reglement™ (L R)) yang. telah dibsharui itu dapat disebut "Herzien. Inlandsch
Reglement" (H.LR.) atau dalam. bahasa Indonesia Reglemen Indonesia Yang Dibaharui,
disingkat R.1.B., dan buat sementara hanya diberakukan dalam wilayah-wilayah hukurn
beberapa Lzmdtaad vang ditunjik oleh Gubermur-Jenderal.

Suatu perbedaan yang penting antara LR. dan H.LR. iaiah diadakannya "Openbaar Ministetie

atau Kejaksaan yang merupakan Peauntut Umum.

Anggauta-anggauta Kejaksaar itu terdid dar para jaksa yang duiu ditempatkan di bawah

Parong-Praja, dan sekarang langsxmg berada di bawah Jaksa Tingpi dan Jaksa Agung. Ini

berarti bahwa kedudukan Jaksa menurut 1R. dan' HIER. jauh berbeda.

Pada zaman LR. dalam prakteknya kedudukan para Jaksa itu demikian rupa, schingga:

a.  tidak berwenang uatsikmen‘m‘cutpﬁﬂ(ara, yaong boleh mengadakan tuntutan hanya
Assistert-Resident (Pamong-Praja), ialah kepalanya;

b.  di dalam sidang pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk membuat requsitoir
(mintakan,pidana), akan tetapi hanya dapat memajukan perasaanmya atau
pertimbangannya saia (pasal 292 T.R.) dan

c. tidak mempunyal wewenang untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi).
Yarig mempuniyai wewenang demikian itu adalah Assistent-Resident (pasal 325 IR.).

d.  menurut pasai 57 LR. jaksa itu juga berada di, bawah petintah Bupati. (Pamong-Praia).
Dengan demikian maka Jaksa tidak merupakan Penuntut Umum.

Akan tetapi di zaman pendudukan: Jepang, di mana HILR. berlaku sebagai hukum acara pidana
bagi Pengadilan Negeri seluruhnya, maka. kedudukan para Jaksa memperoleh perubahan
secara besar‘besaran, oleh karena pada waktu itu para Assistent-Resident yang menjadi
“majikan" para Jaksa sekaligus dihapuskan. Semua tugas pekerjaan Asisstent-Resident
mengenai penuntutan perkara pidana seluruhnya diserahkan kepada Jaksa yang pada waktu itu




Bag. 4. Tentang ‘kcdﬁp"atan tengah berbuat.

ag. 5. P\A.a.tu.tdﬂ Pof&t'thafi Lin teﬂuiﬁs
pemcnksaan pendahuluan yang
“dilakukan oich pegawai penuntut
umum daﬂ Jaksa PemLaatu

Bag. 6. ‘Tentang menyudahkan

pemeriksam pend‘nhuluan.

| "':dua utcl”(bab) sa1a,ﬁya1tu Bab T 'dAnIBab IL Adapun tttel (bab) VIt dan selan;umya masih tetap
sepetti yang lama.. .
Demikiantah tiwayat smgkat H.I R. atan RIB: itu,




et n,mszkahmhamsdfkcqzkaaolchhakmmggatzymgikutmcmmksa
1m, yang pangkatnya: setingkat di bawals pangkat ketea, -

Kalau yang tidak dapat menanda tangani itu Panitera, maka tidak perlu diganti, tetapi cukup
“hal g d‘ Riptlegn sa'a ‘Aalarey’ "\ﬂﬂm_afg._a _

Pasal 188 s/d pasal 194 (Dmadakan oleh undang—undang datutat No. 1/1951).

i ﬁaéizﬁﬂijélima
TENTANG MENJALANKAN KEPUTUSAN

(1)  Hal menjafankan keputusan pengadilan neget, dafam perkara yang pada tingkat pertama
dxpcnksa oleh pcngad_lan negeti, adalah atas periatah dan dengan pimpinan ketua
_pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang
diarur dalam pasal-pasal berikut ini:

@ jnka hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum pengadilan

negeti yang tersebut di atas; makxkefmyamnml&antmmkem pengadilim yang
berﬁ:ﬂf dengan surat demifkian juga halnya di Tuar Jawa-Madura.

(3 Ketva pmgadﬂan neged yang bantuannya diminta, betlaku sebagai ditentukan pada ayat
di atas'ini juga, jika nyata padanya, bahwa hal mcn]alzmimn keputusan ituharus terjadi

sekalizus atun sebagian di luar daerah hukumays pula,

(4) Bagi ketua pengadilan negert yang diminta bantuannya oleh cekanaya darti tvac Jawa danc
Madura, beraka peraturan dalam: bahagian i m.t, tentang segala perbuatan yang akan
GLAKUK’;U! GlSCDaDK_dIl pennmn 1111

(5) Ketua yang diminta-bantaanayaita, mcxnucﬁtahukan dalarn dua kali dua puluh-empat
iam, segala daya uprya yang telah diperintabkan dan kemudian tentang kesudahannya
kepada ketua pengadﬂan negeri yang pada tingkat pettama, memeriksa petkata itu.

(6) Perdawanan tethadaps keputusan, juga dati orang lain yang menyatakan bahwa barang.

yang disita miliknya, dilradapkar serta diadili seperii segala perselisihan tentang upaya
paksa yang dipetintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalamn daerah hukumnya tetjadi
‘penjalanan keputusan ita.

(7)  Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan
negeti memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh
empat jam kepada ketua pengadilan neger, y:mg pada tingkat: pcrtama memeriksa
perkara-itu.

Penjelasan:

Apabila cara menjalankan putusan hakim, perdata kita: bandmgkan dengan cara menjalankan
putasan hakim pida aka boleh dikatakan, babwa cara menjalaskan putusan hakim pidana
itu agak mudah, sedangkan cara menjalankan putusan hakim perdata agak sulit.

Eksekusi putusan hakim pidana dijatankan olch Taksa, sedanglkan menjalankan putusan hakim
perdata dilakukan oleh panitera atas perintah hakim pengadilan negeri.

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim
yang menghukum pihak lawannya maka ia bethak dengan alat-alat yang diperbolchkan oleh

t)u-\.uSmx 1iangiil t;xua.xxa maga SCid




undang—undang antuk mcmaksa sihiak lawm gunatrmnam}n kcpatusan hakim itn. Hak ini
memang sudah selayaknyq, sebab Kalau tidak ada kemuﬁgkman untuk memaksa orang yang

dihukum maka peradﬂm akan ﬂdak ada gunanya. .-
Lszzmnya. ihak yang kaldh dengan ‘kemavan senditi mcmcnuh m:putusan itu, akan tetapi
sering juga terjadi, bahwa tethukum tidak miat meématahi’ keputusan’itu.

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang meunang dari pada menggunakan hakaya ita

dengan p&mmmxbakmuﬁmkmdakmknnpumm terschut; akan tetapi putasan ite harus

benar-benar telah dapar dnalmkqn telahi miemmiperoleh kekuatan past, aetinyd senud jatan
hukum untuk melawan: keputusan itu sudah dlpergunakan, atau ttdak dipergunakan karena
Tewat waktuoya, kecualikalay putusan itu dinyatikan dapat dijalasikas dcngm segera,
walaupun ada peﬂawanan, banding atau kasasi.

la lalu mengajukan permohonan dengan lisan atau dengan surat Lepada Hakim Pengadilan

Neged yang menjatohkan keputusan ita untuk ekselusi; sebab eksekusi itu dilakukan atas
perintah dan di bawah pioipinan hakim (Titiat pasaf 196)..

Menurut ayat (2) pasal 196, apabila keputusan itu sebagian hatus dilaksanakan di luar daerah
‘hukum pengadilan negeri yang telah memutus itu, maka ketua pengadilan negeriini meminta
bantuan dengan suat kepads pengadilan neges yang berwenang di daeseh itu.

Menurut ayat (5) pasal 196, ketua pengadxlm fnegeri yang d}mmta bmnmmya dalam dua kali
dua paluh- empat jam haras memberitshukan Lepadz ketua pengadilan ; negen yang meminta:
bantuan, segala daya upaya atau usaha yang telah diperintahkdn dan kemudian tenfang
kesudahannya.

Menurut ayat (6) apabila timbul peflawanan tethadapkeputusan it 'baik darr pihak. lawan
maupun dari fihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita itu miliknya, maka

perselisthan itw diperiksa dmd;pa‘ms secara lazimriya oleh Pengadilan Negeni yang dalam
daerah hukumnya terhadap eksclkusi kepatusan it

“"Pasal 196
Jika pihak vang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan ita dengan
damai, maka fihak yang menang meinasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan
sarat, kepada kcma, peagadilan negeri yung tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat
menjalankan keputusan ity Ketus menyurch memanggil fibak yang dikalahkan itu serta
mempetingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itv di dalam tempo vang ditentukan oleh
ketua, yang sclama-lamanya delapan hari.
Penjelasan:

Biasaaya pihak yang kalah itu dengan kemauan senditi mematuhi isi keputusan hakim, akan
tetapi apabila ia lalaiatav tidak mau memenuhinya, maka pitiak yang menang baik dengan lisan

MATIIT N Au rnan C1vat raraiaity brne nareintanmn e yada nane vnAJn Perast Tamo tala me S e
idlaupruir Glilgaii suratc ;xu.;ua} usSail prinniaal scpalia yu;;sauum ARl yaay L.\aLCLLL neomutas

petkara itu, untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Ketua pengadﬂan kemudian menyuruh memanggﬂ pihak yangkalah itu dan diberi ingat supaya

dalam tcmpon yang Gm:mpm olen Kemd. yang smama-mmanya ﬂeupan nam, memenuid
keputusan ita.

Sctelah lewat tempoh yang ditetapkan itu dan yang kalah belum juga memenuhi perintah
hakim, maka menurut pasal 167 hakim kemudian memetintahkan kepada Panitera untuk

enenyita barang-barang terangkat milik orang yang kalah sekira cukup untuk memenuhi tagihan
‘uang dan biaya ¢ksekusi.




Pasal 197 -

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dlkaiahkan belum 1uga memenuhi

keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang mcnghadap, maka ketua
-Aléh Tavena mhamnnyg_ mnml-mw hm‘rnra’h Agﬂgm snraf supmm d]m ita seloali: i)a,nyak

"'barang-barang vang tidak tetap dan jika tidak ada, atau temvata ndak cukup ﬁeklav

penggant jomlah
semua biaya untuk menyalankan kepuman ite.
Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.

Apibila panitera berhalangan katenapcwqaan ;abatannya atau oléh sebab yang lzm, miaka ia
digantkan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya, yang uatuk it
ditunjukkan oleh ketua atau atas permohonan panitera oleh Kepala Dae:ah,.:dalam hal
penunjukkan yang menurut tersebut tadi, ketua berkuasa pula, menurut keadaan
‘bilamana pedu ditimbangnya untuk menghemat biaya berhubung dcngm ;“uhn,u
tempat, penyltaan itu harus dilakukan. v
Penunjukkan orang itu dﬂakukan dengan menyebutkannya sa;a atau dengan mencatatnya; pada

oU!’aI pﬁﬂﬂtﬂﬂ yang tersebut paoa ayat pertdma pasai ini.

Panitera itu atau: orang yang ditunjukkan sebagai penggantinya membuat betita acara tcntang
pekerjaannya, dan kepada omng yang, disita barangnya itu diberitahukan maksudnya,
kalau ia ada hadir.

Di waktu mélakukan pcny‘taan ftu ia-dibaniu Sleh dua orang saksi, yang namanya,
peketjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan. acara, dan mereka
turut menandatangani suret asli pemberitaan acara itu dan salinannya. ‘

Sakst it harestah pendudak Indonesia, telah cukup umurnya 21 tahun dan terkenal sebagai
orang yang dapat dipercaya pada yang melakukan penyitaan itu.

Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam
bilangan itu uzng tunai dan surat-surat yang betharga uang dapat juga dilakukan atas
barang berwujud, vang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas

hewan dan pcrkakas yang sungguh ungguh dipc_rgunak.m menja jalankan pencaharian
orang yang terhukum ita,

Panitera atau orang yang ditunjuk menggantinya, menurut keadaan, dapat memnggalkan
bdrang—baranb yang tidak tetap atau sebagian dari itu dalam persimpanan otang yang
‘barangnya disitd itu, ataumenyuruh membawa sebagian dari barang itu'ke satu tempat
persimpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka ja memberitahukan kepada polisi
desa rtau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada dari barang itu
dilarikan. Opstal Indonesia tidak dapat dibawa ke tempat lain.

Penjelasan:

Jika tempo yang diberikan oleh ketua pengadilan sudah lewat dan pemenuhan surat keputusan
belum juga dilaksanakan, maka oleh karena jabatannya, ketua memberi perintah-dengan
surat supaya dilakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak tetap {terangkat) miik
orang yang kalah, sekira cukup untuk membayar jumlah uang yang ditagih dan biaya
eksekusi. Jika barang-barang tidak tetap tidak ada, atau tidak cukup banyaknya, supaya

dicita » haeane bha k“nﬁ }wua' tato ft{r] I toraaolrad)

Gisita J“‘F;“' uMu—LA& Dl u.\.ut: \ Gal [E= et mu/

Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan, jika ia bethalangan dxganmmn oleh secrang yang
cz.kap dani boleh dxpexcaya, yang ditunjuk oleh Ketua atau atas peomohonan panitera,
oleh Kepala Daerah Penunjukan orang itu cukup dilakukan dengan mencatatnya pada

sutat pesintah peayitaan tersebut.
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Yang dimaksad dengan barang-harang txdak tetap atat bafang~ba.rang terangkat
(toerendegoederen) yaitu barang-barang yang dapat:diangkat seperti misalnya perabot
~.rumah mngga kendataan, barang- barang pethxasan, uang tunai, surat-surat yang -
‘ -bethafga uang, dan barang-barang berwujud: Yainlainnya. Semuanya ini dapat disita,
kecuili hewan dan petkakas yang sungguhﬁunggxm—dipctgunakan mcn]alankan

pencahariannya untuk mempetoleh naﬂmh

* Yang dinamakan barang-barang tetap atau bata '—bataﬂg tak terangkat (onrocrmdc
goederen) yaita barang—baraﬂg yang tidak dapab dxangkat, seperti rmsalnya tanah, kebun,
pekatangan, rumah, gedung (rumah kampung yang terbuat dati kayu dan bambu beratap

genting yang biasa dapat diangkat, tidak masuk disini), danTain sébagainya

‘Barang-barang ini bara dapat disita, apabila barang—barang yang terangkat tidak ada atau
kurang ]umla}mya untuk memenuhi tagihan dan bmy.z eksekusl

Panitera atan arang, penggantinya yang menjalankan putusan hakint dengan mcnylta barang
barang itu harus membuat berita acara? tentang peketjaannya dan kepada orang yang -
disita barangnya itu diberitahukan maksudnya, jika ia hadit.

Pada wraktu meldkukan penyitaan; panitera dibantu oléh dua orang saksi, pcnduduk
‘Indonesia yang telih cukup beramur 21 tahun dan dapat dipercaya, yang mana,
peketjaan dan tempat tinggalnya harus disebutkan dalam befita-acara, dan mereka turut
menanda tanganinya.

Di manakah barang-barang vang disita itu harus disimpan? Menurut keadaan, Panitera
dapat mcnmggzlkan barang barang yang tidak tetap atau sebagian dati itu dalam
penvimpanan orang yang barangnya disita; atau menyurdh membawa barang itu ke suatu
tempat simpanan yang laydk. Polisi-desa diberi tahu hal itu-dan ia harus menjaga barang
yang berada dalam penyimpanan pemiliknya atau jangar sampai dilarikan.

Yang disebut "opstal Indonesia” yaito hangunan atan rumah orang-orang Indonesia datt
kayu atau bambu vang tidak melekat (ditembok) pada tanah (yang dapat dipindah-
pindah) seperti pernzh diuraikan di atas.

Yang dimaksudian cleh ayat (8) dcngaa yang ada di {angan oranglain™ yaitubahwa penyitaan
juga boleh dilakikan tethadap barang barang dan sebagainya itu milik pihak yang kalah,
akan tetapi yang berada di tangan pihak & =tiga. :

Dalam hal ini satu salinau "exploit” penyitaan diberikan kepada pihak ke tga itu, dan
pihak ketiga ini berhak untuk mengaivkan pedawanan tethadap penyitaan itu;
petlawanan ini dipetiksa dan diputus menutut cara yang lazim oleh Pengadilan Neger.

Orang yang disita itu tidak-dipetkenankan memindahkan ke tangan lain, tembebani atau
menyewakan barang-barang yang disita itu, dan seterusnya ia sebagai penyimpan barang-
barang sitazn itu menurut pasal 281 K.U.H.P. dapat dipidana, jika ia dengan sengaja
menyingkirkan atau menggelapkan sebuah atau lebih dari barang—bamng yang disita itu.

Setelah penvitaan itu kenmudian menyusul penjualan barang-barang yang disita dengan
pertolongan kantor lelang atau oleh Panitera sendin yang menyita (pasal 200).-
Terhadap. penyitaan dan petijualan ini yang disita dapat memajukan pedawanan, kalau
ada dlasan-alasan tertentu, seperti misalnya ia sementara telah membayar memenuhi
keputusan hakim itu.

Petdawanan ini dipedksa dan diputus olel Pengadilan Negeri menurut cara biasa, akan
tetapi hal ini tidak menghalang! eksekusi putusan, kecuali katau hakim memerintahkan
untuk menundanya sambil menunggu keputusan tentang petlawanan itu (pasal 207).




Pasal'198

(1) Jika disita barang yang tetap, maka sutat pembetitaan acara penyitaan itu diumumkan,
' Walaupun batang tetap itu sudah atan belum dibukukan menurot ordonansi’ tentang
‘miembulaikan hmothcck atas barag_g!ﬁ; 2 i Tndonicsia (Staatsblad 1834 No. 27) dengin
~menyalin pembentaan acara‘itu di dalam daftar yang tersebut pada pasal 50- dan aturan
tentang menjalankan undang-undang bahatu (Staatsblad 1848 No. 10); dan )1ka tidak
dibukukan menutut ordonansi yang terscbut di- atas inf, dengan menyalin pemberitaan
- acara itw dalam daftar yang disediakan untuk maksod ito dengan menyebut j ;am hari,
bulan dan tahun it harus disebut oleh panitera pada surat asli yang diberikan
-"kepadanya.
(2) Lain dari itu orang yang d1§uruh menyita barang itn, memberi perintzh kepada kepala
desa supaya hal penyitaan barang itu dlumumkan di tempat itu menurut cara yang .

dibiasakan, schingga diketahui seluas-Tuasnya oleh ketua, yang tinggal di tempat
penjuatan ita dilakukan atau di dekat tempat itu.

(2) Akan tetapi jika pen]ualan, yang dimaksud dalam ayat pettama, harus- dﬂakukan untuk
menjalankan suatu keputusan berguna untuk membayar suatu jumlah, yang lebih dai
tma ratus rupiah, biaya perkara tidak dihitung, atau jika menurat timbangan ketua ada
persangkun, bahwa barang yang disita itu dikuatirkan tidak akan menghasllkan lebih
dari tiga ratus rupiah, ‘maka penjualan ita sckali-kalt tidak dapat dilakukan dengan
perantaraan kantor lelang:

(3)  Penjualan dalam hal ini akan dilakukan oleh orang yang men]alankan penyitaan itu, atau
‘oleh orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, scPernﬂlmaksudpadaayatpetm
Orang yanyg diperintahkan menjual itu raembeti pertelaan dengan surat kepada ketua
tentang kesudahan penjualan itu.

(4)  Yang terhukum berkuasa akan menunjukkan tertils barang, sitaan yang akan dijual iia.
(5)  Setelah hasil penjualan barang itu sama dengan jumlah yang tersebut dalam keputusan

yang d!lakukan ditambah dengan biaya untuk men]a]ankax‘ keputusan itu, maka

penjualan itu dihentikan dan barang-barang yang selebihnya, pada saat itu juga
dikembalikan kepada vang terhukam.

(6) Penjualan barang-barang yang tidak tetap, dilakckan diumumkan pada wakturya
menurut kebiasaan setempat; penjualan tidak dapat dilakukan sebelum lewat hari

kedelapan setelzh bacan; g-barung itu disita,

(7)  Jika bersama-sama dengan barang yang tidak tetap barang yang tetap disita dan dari
barang—bamng yang: tidak tetap itu tidak ada yang Akanilekas jadi’ busuk, maka pen]uaian
itu ClCﬂO'dﬂ mpmpernamgn teriib yang GlDCﬂh.’dﬂ aua&u&an sercnnu{ Paﬂd satu \\’(LKIU

akan tetapi hanya sesudah diumumkaa dua kali yang betselang 15 hasi;
(8  Jika penyitaan jtu dilakukan semata-mata atas barang-barang.
Penjelasan:

Jika disita barang tctap (tak terangkat), maka betita acara penyitaan itu dimaklumkan kepada
umum. Adapun jalannya dua macam yaitu:

kalau barang yang dicita itu telah didaftar menurut Staatsblad 1834 No. 27, dengan menyalin isi
berita acara itu kedalam daftar yang dimaksud dalam pasal 50 Staatshiad 1848 No. 10.

Kalau barang yang disita ita belum atau ddak didafiar menurut Staatsblad 1834 No. 27, den

amons
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menyalin befita-acara itu ke dalam daftar yang untuk maksud itu tersedia di Kantor
Panitera.




Dalam daftar 2 dan b tersébut di atas itn hatus discbutkan jam, hari, bulan dan tahun '
pengumiutian pensitaan itu. L o o
Semenjak jam, hati, bulan dan tahun tersebut di atas maka pihak yang disita barangnya itu
tidak dapat fagi meminddhlkdn kepads oeng lain, memberatkan atau ‘menyewakan barang-
barang tetap vang disita itn. Kalan i1 berbuat demikian, diancam pidana dalam pasal 281
K.UH.P. (Pasal 199).

| Pasal 199 v
(1) ‘Terhitung mulai dari hati pemberitaan acara penyitaan barang itu dinmumkan fihak yang
disita barangnya, itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau
‘mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu. :

(2) Petjanjian yang bettentangan dengan latangan ini, tidak dapat dipakai akan melawan

yang menjalankan penyitaan itu.

Penjelasan:

Menurut pasai mi maka tethitung mulai jam, hati, bulan dan tahun berita-acara penyitae;; it
dimaklumkan pada umum, pibak yang disita baracgnya tidak dapat lagi memindahkan,
“metnbetatkan atau menyewakan barang yang disita itu kepada orang lain.

Apabila ia toh berbuat demikian juga, diancam pidana dalam pasal 28 K.U.H.P.

Pasal 200

Penjuafan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantot lelang, atau menurat

keadaan, menutat pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau

orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk barang yang tetap maka syarat-
syarat yang tersebut pada ayat di atas ini, dipakai bagi penjuatan itu.

(9)  Penjualan barang tetap yang kenyataan bethatga lebiti dari seribu rupiah, harus
diumumban suatu kali, selambat-lanibatnya empat belas hari sebelum hari penjualan, di
dalam suatu surat kabar hatian yang terbit di tempat barang itn akan dijual, dan jika tidak
ada surat kabar harian seperti itu maka diumumkan dalarn surat kabar harian disatu
tempat yang terdekat.

~
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(10) Hak orang yang barangnaya dijuel, atas batang tetap yang dijual itu berpindah kepada
pembeli, karenu pembetian hak padanya setelah ia memenukhi syarat-syarat pembelian.
Setelah syarat-syaratita dipenuhi maka kepadanya diberikan surat keterangan oleh
kantor lelang, atau oleh orang yang diserahi penjualan yang bersangkutan.

(11) Jika otang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka
ketua pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa
menjslankan surat jurusita, supaya dengoen bantuas panitera peagadilan neged, e petlu
dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh
orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya.

Penjeiasan.

1.  Penjualan barang-barang yang disita dilakukan:

a.  dengan perantaraan kantor lelang.
b.  oleh pejabat yang menyita barang itu, atau
c.  orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, satu sama lain menurut pertimbangan

|
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2. Apabila penjualan itu untok menjalanka keputusan hakin untul%mcmbamm b
yang tidak lebih dati tiga ratus rupiah di-luar ongkos petkara, atau apabilz diduga bahwa
‘penjualan itu tidak akan menghasilkan Iebih dari tiga tatus rupiah, maka penjualan itu -
‘tidakboleh dilakukan dengan ‘perantaraan karitor lelang.

3. Orangyang barang-barangnya disita berwenang untuk menunjukkan tertib barang sitaan
yang akan dijual. Setelah jumlah uang yang dibutuhkan tercapai, maka penjualan
dihentikan dan barang-barang yang ketinggalan dikembialikan kepada pemilknya,

4. Penjualan barang-batang yang tidak tetap &ilakukaz_i setelah penjualan dii]rnumkan - _

~ menurut lazimnya di tempat, dan tidak boléh dilakukan sebelum hari kedelapan sesudah

~penyitaan barang itu dilakukan. Apabila barang barang yang tidak tetap disita’bersama-
sama barang yang tetap dan barang yang tidak tetap itu tidak lekas rusak, maka
penjualannya dilakukan serempak pada suatu waktu, akan tetapi sesudah penjualan itu
dinmumkan doa kali dengan antara 15 Hard,
Jikalau penjualar itu mengenai batang tetap melulu, yang harganya kira-kita lebih dari
setibu rupiah, maka penjualannya harus diumumkan dalam suatu surat kabar yang tetbit

pada tempat penjualan, pengumuman mana dilakukan satu kali, selama-lamanya empat
belas hari sebelum hari penjualan.

5. Bagaimana kalau keputusan hakim itu mengenai pengosongan barang tetap olch pihak -
yang kalah, atau sesudah barang tetap itu dijual lelang, orang yang dijual barangnya tidak -
mau meninggalkan barang ite? Dalam hal ini ketua pengadilan neged membuat surat

perintah kepada pejabat yang berkuzsa menjalankar: penyitaan untuk dengan bantuan
- panitera serta jika petlu dengan pertolongan polisi, agar barang tetap itu dikosongkan.

Pasal 201
Jjika pada suatu waktu dimajukan lagi permintaan atau lebih uniuk menjalankan keputvsan
yang dijatuhkan kepada seorang yang berbutang itu juga, maka dengan satu pembetitaan
disitalah sekian banyak barang-barang, sehingga kiranya cuku ip untuk jumlah vang dari
keputusan itu bersama-sama dan ditambah pula dengan biaya menjalatikan keputasan itu.

Pasal 202
Jika dimasukkan lagi permintaan untuk menjalankan keputusan-keputusan vang dijatuhkan
tethadap yang berhutang itu juga, lain dari pada yang dimaksud pada paszi 195 ayat pettama,

oleh hakim dapat pula dikitimkan kepada‘ketua yang menyunih penyitaan itu, supaya
dijalankanaya. Ketentuan-ketentuan dari pasal 202 berlaku bagi permintasn itu.

Pasal 203
Dalam tempo yang tetsebut dalam pasal di mulai itu, maka keputusan hukuman yang
dijatuhkan kepada seorang yang berhutang iru juga, lain dati pada yang tersebut dalam pasal
195 ayat pertama, oleh hakim bolch juga dikiriman kepada ketua yang telah memberi perintah
pensitaan barang itu, supaya dijalankannya. Aturan yang ditentukan dalam pasal 202 juga
berlaku bagi permintaan itu.

Pasal 204
Dalam hal yang tersebut pada ketiga pasal ini, ketika menentukan cara membzg] hasil

penjualan itu di antara penagih hutang, sesudah didengarnya atau dipanggilnya dengan

e -
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patut orang yang herhutang dan penagih hutang yang memin ta supaya dijalankan
keputusar itu: L ' '

Penagih hutang, yang datang menurut pengadilan yang tersebut pada ayat di atas ini, dapat
bandingan ita berlaku pasal 188 sampai pasal 194.

* Penjelasan: v - - :

Pasal:pasal 201, 202, 203 dan 204 itu memberikan peraturan tentang hal apabila suate waktu

hatus diurus bersama-sama dua permintaan atau lebin untuk menjalankan putusan hakim yang

dijatuhkan pada seotang berutang itu juge, jadi harus mengeksikusi beberapa keputusan hakim
-derigan serentak tethadap seorang berutang.

Dalam hal yang demikian maka 11ams_disitalah dengan satu betita acara sekian banyak barang-

‘barang ofang yang berutang itu, sehingpa kiranya cukup untuk membayar jumlah vang dari

semua keputusan itu beserta biaya eksekusinya. ' '

Jika hasil penjualan barang-barang itu mencukupi untuk membayar semua-hutang maka semua
‘agihan dipenubi dasi padanya, dan sisanya dibayarkan kenibali kepada pemilik barang barang.
_ Apabila basil penjualan tidak mencukupi, maka ketua pengadilan menentukan cara membagi

pendapatan penjualan itw di antara peragih hutang, yaitu sesudah didengarnya atau

dipanggilnya dengan patut orang yang berutang dan pata penagih hutang yang minta supaya
dijalankan keputusan itu. L '

Para penagih utang yang telah datang memenuhi panggilan ketua, menurut ayat (2) pasal 204,

ila fidak mcnerima atas putusan ketua itu, boleh minta banding kepada "Raad van Justitic”,
sekarang Pengadilan Tingpi.
Pasal "188 sampai dengan 194" dihapuskan oleh Undang-undang Darurat No. 1/1951 dan
yang bedaku untuk hal it sekarang pasal 7 sampai déengan pasal 15 Undang-undang No.
20/1947.

Pasal 205

Demi keputusan ketua pengadilan negeri tentang pembahagian i telah dipastikan, maka ketoa
mengitimkan svatu daftar pembagian kepada juru lelang atau kepada otang yang dipetintahkan
melelangkan itu, untuk dipakainya menjadi dasar pada pembagian uang penghasilan lelang it

o, T—
Apabila keputusan ketua pengadilaa nege tentang pembagian scbagaimana yang dimaksud
dalam pasal 204 itd sudah pasti, maka ketua mengirimkan suatu dafar pemibagian kepada
pejabat yang teiah menjalankan penjuaiac ieiang, agar supaya dipakai sebagai dasar pada
pembagian vang hasil pelelangan itu.

Pasal 206 s/d pasal 208
(Ditiadakan oleh undang-undang darurat No. 1/1951).

Pasal 209
(1)  Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, maka
ketua pengadilan negeti atas permintaan fihak yang menang dengan lisan atau dengan
sutat, memberti perintah dengan surat pada orang yang berkuasa untuk menjalankan
surat sita, supaya orang yang berhutang ita disenderakan (digijzel).
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'DAFTAR PERTANYAAN

Panitera

1.

9.

10.
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Bagaimanakah prosedur dan penyelesaian eksekusi di Pengadilan Agama
Pekalongan?

Apa dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan dalam
menetapkan biaya eksekusi?

Apa yang menjadi pembeda dalam pelaksanaan eksekusi yang sebelum
putusan telah dilakukan sita jaminan dengan yang tidak dilakukan sita
jaminan terlebih dahulu?

Apakah pelaksanaan eksekusi pada putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl
berjalan efektif?

Apa yang menjadi faktor efektif / tidaknya pelaksanaan eksekusi putusan
n0.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl1?

Apa yang menjadi kendala efektif / tidaknya pelaksanaan eksekusi putusan
no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?

Adakah  hambatan  dalam  melaksanakan eksekusi putusan
n0.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?

Dalam menjalankan eksekusi pada putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pk,
adakah perlawanan / penolakan dari pihak tereksekusi ketika
dilaksanakannya eksekusi?

Upaya apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekalongan dalam
menyelesaikan eksekusi agar dapat berjalan efektif dan sesuai dengan
putusan?

Adakah jaminan dari Pengadilan Agama Pekalongan bahwa pelaksanaan

eksekusi selalu akan berjalan efektif?

CJika telah  dilakukan eksekusi namun mantan suami tetap tidak

melaksanakan  putusan, lalu  kebijakan apakah yang diambil oleh
Pencadilan Agama Pekalongan jika didasarkan pada keadilan?
Apakah ada sanksi bagi mantan suami yang enggan melaksanakan

kewajibannya setalah dijatuhkan putusan dan berkekuatan hukum tetap?




13.

14.

I5.

16.
17.

Biasanya, apa yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan
eksekusi natkah iddah dan mut’ah?

Dan bagaimana latar belakang ekonomi masyarakat yang mengajukan
permohonan eksekusi nafkah iddah dan mut’ah?

Apakah pelaksanaan eksekusinya selalu berjalan efektif?

Apa yang menjadi faktor efektif/ tidaknya?

Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan

pemberian mut’ah dan nafkah iddah?

Pemohon eksekusi

1.

9,
10.

Apa alasan anda mengajukan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 dan
mut’ah Rp. 300.000.000?

Bagaimana pendapat anda tentang mantan suami yang pada saat itu
mengajukan banding?

Menurut mantan suami anda, anda pernah nusyuz?

Kapan mantan suami anda memberikan uang Rp. 20.000.000 dari Rp.
180.000.000 yang telah diputuskan?

Apa alasan mantan suami hanya memberikan Rp. 20.000.000 dari Rp.
180.000.000 yang telah diputuskan? Dan kapan mantan suami anda
berjanji akan melunasi sisanya?

Apa yang membuat anda menyetujui dan menerima uang Rp. 20.000.000
dari Rp. 180.000.000 yang telah diputuskan?

Apa alasan anda mengajukan permohonan eksekusi pada putusan
n0.0284/Pdt G/2012/PA Pkl1?

Menurut  anda, bagaimana pelaksanaan eksekusi pada putusan
n0.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl1?

Kenapa sampai saat ini anda belum mendaftarkan lelang?

Apakah anda merasa keberatan dengan biaya eksekusi yang jumlah

pembayaran pada sctiap pendaftarannya cukup besar?

- Apakah anda akan tetap melanjutkan cksekusi ini sampai akhir/selesai

sesuai dengan prosedur eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan?




Termohon eksekusi

1.

0.

Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan nafkah iddah
sebesar Rp. 30.000.000 dan mut’ah Rp. 300.000.000?

Apa alasan anda mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama
Semarang?

Apa yang membuat anda hanya membayar Rp. 20.000.000 dari Rp.
180.000.000 yang telah diputuskan oleh majelis hakim?

Dan kapan anda menyerahkannya?

Pada saat penyerahan itu, kapan anda berjanji akan melunasi sisanya yaitu
Rp. 160.00C.0007?

Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan permohonan
eksekusi pada putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?

Menurut anda, bagaimana pelaksanaan eksekusi pada putusan
n0.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?

Kenapa pada saat sidang aanmaning dan pelaksanaan sita eksekusi anda
tidak hadir?

Kenapa dalam waktu 3 bulan yang telah ditentukan hingga sekarang, anda

belum juga melunasi sisanya (Rp. 160.000.000) yanrg harus anda bayarkan

kepada mantan istri anda?




HASIL WAWANCARA

Panitera

1. - Pemohon mengajukan permohonan eksekusi disertai melampirkan
putusan perkaranya di Pengadilan Agama Pekalongan

- Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan hari sidang
aanmaning (tegoran) dan memerintahkan jurusita / penggantinya
memanggil pihak Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang
aanmaning (tegoran)

- Dilakukan sidang aanmaning (tegoran) dihadiri oleh Ketua Pengadilan
Agama Pekalongan, panititera dan Termohon eksekusi, dalam sidang
majelis hakim tetap melakukan upaya menasehati Termohon eksekusi
agar mau melaksanakan isi putusan dan juga menyampaikan
peringatan supaya Termohon eksekusi dalam tempo 8 hari dari hari
setelah peringatan untuk melaksanakan isi putusan

- Jika dalam tempo § hari setelah peringatan tetap tidak melaksanakan
isi putusan, Pemohon eksekusi melaporkan ke Pengadilan Agama
Pekalongan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi
putusan, maka Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan sita
eksekusi terhadap benda yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi
untuk dieksekusi guna memenuhi isi putusan, sita eksekusi dilakukan
oleh panitera / jurusita / wakilnya atas perintah Ketua Pengadilan
Agama Pekalongan bersama dua orang saksi dan aparat keamanan
(polisi)

- Panitera / jurusita / wakilnya atas perintah Ketua Pengadilan Agama
Pekalongan bersama dua orang saksi dan aparat keamanan (polisi)
melakukan sita eksekust terhadap benda yang dimohonkan oleh
Pemohon eksekusi untuk dieksekusi

- Pemohon  eksekusi  mendaftarkan  lelang,  Pengadilan Agama

Pekalongan melakukan  penjualan  lelang  terhadup benda  yang




dieksekusi yang dilakukan oleh petugas lelang, dan hasilnya digunakan

untuk melaksanakan isi putusan.

2. Ketua Pengadilan Agama Pekalongan dalam menetapkan biaya eksekusi

~

2,

o

6.

berdasarkan pada komponen-komponen terkait yang mendukung jalannya

pelaksanaan eksekusi, seperti untuk biaya pemberitahuan, pelaksanaan sita

cksekusi, saksi, lelang, aparat keamanan (polisi) yang mana Pengadilan

Agama Pekalongan tidak bisa menentukan secara pasti berapa biaya yang

akan dikeluarkan untuk keamanan, saat pengosongan juga membutuhkan

biaya yang cukup besar karena membutuhkan tempat penitipan,
pendaftaran ke BPN, pemasangan iklan lelang di media massa 2x, dan lain
sebagainya, yang mana itu semua memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Perbedaannya dalam pelaksanaannya:

- Ada sita jaminan: sejak awal sebelum perkara diputus dalam gugatan
sudah dimohonkan sita jaminan terhadap benda-benda yang dimiliki
oleh pihak lawan yang dirasa cukup untuk memenuhi isi putusan
(biasanya kumulasi dalam rekonvensi harta bersama), jika dikabulkan
maka majelis hakim menetapkan hari sidang untuk menetapkan sita
jaminan terhadap benda yang dimohonkan untuk dijadikan sebagai sita
jaminan apabila ada kehawatiran pihak lawan akan menjual,
mengalihkan atau memindah tangankan ke orang lain, atau jika tidak
ada kehawatiran maka sita jaminan bisa ditangguhkan.

- Tidak ada sita jaminan: setelah perkara diputus dan karena pihak lawan
tidak melaksanakan isi putnsan, kemudian Pemohon mengajukan sita
jaminan terhadap benda-benda yang dimiliki oleh pihak lawan yang
dirasa cukup untuk memenuhi isi putusan.

Tidak.

Karena administrasi prosedur eksekusinya tidak terpenuhi dan Termohon

tidak kooperatit.

Yang menjadi kendala adalah objek yang akan dieksekusi dijadikan hak

tanggungan di bank schinggea ketika dilakukan eksekusi pihak Pemohon




10.

11.

(I

6.

7.

akan rugi karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan untuk
memenuhi isi putusan.

Pemohon tidak segera membayar biaya untuk melaksanakan lelang

Tidak ada perlawanan atau pun penolakan dari pihak tereksekusi ketika
dilaksanakannya eksekusi.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Pekalongan dalam
menyelesaikan eksekusi adalah dengan mengikuti prosedur (koridor
hukum) yang telah ditetapkan, tentunya administrasinya juga harus
terpenuhi dan para pihak juga harus kooperatif.

Pihak Pengadilan Agama Pekaiongan tidak dapat memberikan jaminan
(garansi) bahwa pelaksanaan eksekusi selalu akan berjalan efektif dan
memenuhi isi putusan karena tidak ada petunjuk untuk itu.

Tidak ada, karena jika putusan tidak bisa dijalankan secara sukarela maka

upaya akhir yang dapat dilakukan adalah dengan cksekusi.

. Sanksi moral dari masyarakat karena dia tidak menjalankan kewajiban

dengan semestinya, namun jika yang dimaksud dengan sanksi itu adalah
sanksi dari aturan hukum maka tidak ‘ada sanksi karena tidak ada yang

mengatur tentang itu.

. Biasanya, karena mantan suami enggan atau lalai dalam melaksanakan

putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim terhadapnya dan telah

berkekuatan hukum tetap.

- Untuk latar belakang ekonomi Pemohon yang mengajukan permohonan

cksckusi, dari berbagai lapisan masvarakat dan rata-rata ekonominya

mampu

. Tidak pasti, pelaksanaan eksekusi efektif/tidak itu tergantung dengan

terpenuhinya administrasi prosedur eksekusi dan para pihak kooperatit.
Faktor efektif/tidak  pelaksanaan cksekusi itu tergantung dengan
terpenuhinya administrasi prosedur cksekusi dan para pihak kooperatif.
Biasanya, majelis hakim menctapkan besarnya natkah iddeh dan mut’ah
Tara.

creantung pada status sotsal-ckonomi dari suami (Pemohon) dan juga

sesuat dengan kemampuan  dan kepatutan.  Logikanya mut’ah  yang




diberikan memang lebih banyak dan lebih berharga karena mut’ah sebagai
kenang-kenangan kalau Termohon pernah melayani dan mengabdi kepada
Pemohon, dan juga tidak ada ukuran pasti kalau mut’ah yang diberikan itu

lebih besar dari pada nafkah iddahnya.

Pemohon eksekusi

1.

[SS)

Karena itu adalah hak saya yang harus diberikan oleh mantan suami saya
ketika bercerai. Kalau untuk mantan suami saya, jumlah segitu paslah
tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil malah masih sisa banyak
(bhs. Jawa: turah-turah) dari penghasilannya, jumlah segitu tidak ada apa-
apanya jika dibandingkan dengan harta yang dimiliknya

Itu terserah dia, kalau saya sih penginnya kalau sudah diputuskan ya sudah
biar cepet selesai, malah saya penginnya bisa diselesaikan dengan cara
kekeluargaan tapi dia malah mengajukan banding ya sudah terserah

Saya tidak pernah nusyuz, saya memang pernah pergi dari rumah karena
daripada nanti pertengkarannya semakin menjadi-jadi, apalagi setelah
mantan suami saya meberitahukan bahwa dia terkena HIV/AIDS, saya dan
orang tua saya khawatir kalau saya nanti tertular

Setelah  diputuskan PTA  Semarang, ketika sidang terakhir, dia
memberikannya lewat Pengacaranya

Karena katanya uangnya belum ada, adanya segitu. Dan pada waktu itu
bilangnya 3 bulan setelah sidang terakhir

Saya setuju dan menerima uang Rp. 20.009.000 dari Rp. 180.000.000
karena dia bilang uangnya belum ada dan pada waktu itu dia akan segera
melunasi dalam waktu 3 bulan setelah sidang terakhir

Karena ternyata dalam waktu 3 bulan yang telah dijanjikan mantan suami
saya, dia tidak melunasi sisanya hingga sekarang, akhirnya sava
mengajukan permohonan cksckusi

Scjauh ini, pelaksanaan cksckusinya lancar, berjalan dengan baik dan tidak

rumit




SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA PKkl.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata tetentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh @ ~mmmmmmmmmmme e :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di - o

Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,

dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada :

1. H. ARIF N.S, S.H.,,M.H.

2. EKO YUSTITIANTO K. SH.

Keduanya merupakan Associates yang tergabung di Kantor Advokat gién

Konsultan Hukum H. ARIF N.S.,, S.H.,M.H. & Associates yang

beralamat di JI. Ki Hajar Dewantoro No.ll Doro Pekalongan Jawa -

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 09/Pdt/VIII/2012°

tertanggal 25 Agustus 2012 ; selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;4 ----- 1
Melawan :

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kelurahan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:
1. H. YUROFIQUN, S.H.

2. DWI1 HERI SANTOSA, S.H.

Advocates & Legal Consultants pada Kantor pada kantor H. Yurofiqun,
S.H. & Associates. alamat J1. Raya Jenggot 189 Pekalongan. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertangeal 5 Oktober 2012 selanjutnya disebut
sebagal Termohom j=-msmmessmmmmem s oo

1




Pengadilan Agama tersebut ;----------- - e

Telah membaca serta mempelajari berkas perkaranya ; -----=--===-=-mrmmmmmm oo

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainny a

di persidangan ; ,

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 201 2
yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2012
dibawah register perkara Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl.selanjutnya Pemohon mengajukan

hal-hal sebagai berikut : P

1. BahwaPemohon (PEMOHON) menikah dengan Termohon (TERMOHON) pada hari

Selasa tanggal 14 September 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.

XXXXX tertanggal 14 September 2010 ; --------=--mmmmmmmmmmmm e e

2. Bahwa setelah menikah Pemohkon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua
Termohon selama kurang lebih 3 Hari, setelah itu pindah ke rumah Pemohon yang terletak di

Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sampai dengan akhir juli

(8]

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah Bakdal Dukhul akan tetapi belum

dikaruniai anak ;---==-= = e e

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon
adalah karena Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan
Pertengkaran yang terus menerus dan Tidak ada harapan untuk Rukun Kembali ; -------

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain : --
- Masalah keuangan dimana Termohon menghendaki dan menuntut untuk ikut memegang
dan mengelola keuangan usaha batik sablon yang dikelola oleh Pemohon akan tetapi

Pemohon belum mengijinkan sebab Termohon belum berpengalaman apalagi modal

O

usaha batik yang dikelola Pemohon hutang dari bank ataupun hutang pada pihakketiea ; ---




6.

10.

- Termohon mengingkari komitmen awal sebelum menikah yaitu akan memperhatikan dan
focus pada keluarga akan tetapi setelah menikah menuntut ingin kerja pada instansi / banlk

/ perusahaan ; D ——

- Termohon kurang perhatian pada Pemohon termasuk ketika Pemohon sakit dan opname

di rumah sakit Termohon ogah ogahan menunggui di rumah sakit ; -
Bahwa jika terjadi perselisihandan Pertengkaran sikap Termohon masih kekanak-kanakan
yaitu mengadu pada ayahnya dan selalu ingin pergi meninggalkan rumah, ; ----------=====mmeme_
Bahwa Termohon juga Pernah pergi dari rumah setelah berselisih dan bertengkar dengan
Pemohon , pergi kerumah kakak Pemohon dan tidak mau pulang kerumah , namun pada

akhirnya mau pulang setelah Pemohon minta bantuan kepada ayah Termohon untuk

menasehati Termohon,; ---
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai klimak pada
akhir bulan juli 2012, yaitu kurang lebih pada hari ke — 9 (Sembilan bulan puasa Rhomadhon
1433 H) Termohon melakukan Nuzyus yaitu Pergi Tanpa Pamit dari Rumah Tempat tinggal
bersama ( di Buaran Gg. 1 Rt.04, Rw.01 ) pulang kerumah orang tuanya ( di Soko Rt.03, -
Rw.02) pada sekitar jam 21.00 Wib ( malam ), hanya karena Termohon tidak terima
dinasehati dan ditegur oleh Pemohon, padahal pada waktu itu Pemohon masih sakit dan baru
satu hari di rumah selelah pulang opname dari Rumah sakit, 3—-e—eem—c o s
Bahwa kurang lebih tiga hari kemudian Pemohon dan ibu Pemohon datang ke rumah orang
tua Termohon untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau menemui dan
pada waktu itu ayah Termohon menyampaikan biar Termohon tetap tinggal di rumah orang
tua Termohon saja dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
dan tidak ada komunikasi lagi; —=-=======-smmmmmmm e
Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut akhirnya Pemohon menyadari bahwa
keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis . tidak ada
kecocokan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk kebaikan
Pemohon dan Termohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dalam perkara

aquo di Pengadilan Agama Pekalonzan. karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon




sudah tidak sesuai dengan Tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalampasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

yang Maha Esa. —=

11. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Pekalongan agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon ke
Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Cerai

Talak aquo dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : —

Primer :

1. MengabulkanPermohonan PEMOHON ; - —_— -

2. Mememberi ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan TALAK terhadap
Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ; -----------------
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; =--=--=-====msmsm=mmmm oo

Subsider :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya. -------=-=s=ns=emmmsammmmmsm oo

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum
Pemohon hadir dan Termohon masing-masing hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis
Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada Kuasa Hukum
Pemohon untuk menghadirkan prinsipalnya untuk melakukan mediasi dengan Termohon, namun
Kuasa Hukum Pemohon keberatan untuk menghadirkan prinsipalnya, karena menurut Kuasa
Hukumnya Pemohon principal menderita penyakit HIV/AIDS, kemudian menunjuk Mediator
yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Bapak Drs. H. UMAR JAYA, S.H. M.H. Hakim
Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 5 Oktober 2012, dan pada tahapan Mediasi tersebut
Kuasa Hukum Pemohon tidak bisa menghadirkan prisipalnya karena sakit oleh karena itu
mengeunakan Surat Kuasa Istimewa, namun pelaksanaan Mediasi tersebut ternyata tidak
berhasil.  disamping itu Majelis Hakim juga telah mendamaikan keduanya namun juca tidak

berhasil kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan — pembacaan surat




permohonan Pemohon dimana redaksi dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap diper

tahankan oleh Pemohon j----=mmmmmm oo oo oo -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah

memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut : ----===---=--=---- -

Dalam Konpensi :

1.

Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, dan angka

4 .

5 -

Bahwa akan tetapi Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 5
tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalil

tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena : - e

- Termohon tidak pernah menghendaki dan menuntut untuk ikut memegang dan

mengelola ketangan ;------=-mmmmmmm e

- Tidak pernah ada komitmen apapun antara Pemohon dengan Termohon sebelum

melangsungkan pernikahan ; ----m-mmmmm oo
- Termohon tidak kurang-kurangnya perhatian kepada Pemohon  baik dalam kondisi

sehat ataupun sakit, di ruinah ataupun di rumah sakit ; ---------mmmmmmmm e
Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon angka 6 dan angka 7, dalil-
dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, Termohon tidak kekanak-kanakan
sebagaimana Pemohon dalilkan, dan kalau Termolon pernah pergi dari rumah setelah
berselisih dan bertengkar dengan Pemohon, semata-mata Termohon menghindari
perselisihan dan pertengkaran itu menjadi berlanjut ;--=----=-====smmmmmmmmmm o
Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka § tentang nusyuz, Termohon
tidak pernah nusyuz sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 8§ j------m-mmmmmmmeee e
Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 9. dalil tersebut tidak benar
dan tidak berdasar, bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa Pemohon dan Ibu
Pemohon datang ke rumah oang tua Termohon aengan tujuan mengambil kendaraan  vang

dibawa oleh Termohon, bukan untuk menjemput Termohon @ —--=--mmmmmmmemmmmm e




0.

Dalam Rekonpensi :

1.

(OS]

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonar Pemohon angka 10 dan angka 11,

karena dalil-dalil tersebut tidal: benar dan tidak berdasar ; ---------=--m-mmmmmmmmmmmmmme e

Bahwa Termohon Konpensi di dalam rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat

Rekonpensi, dan Pemohon Konpensi di dalam rekonpensi ini mohon agar dapat disebut

sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa di dalam rekonpensi ini perkenankan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan
rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi memohon apa yang

termuat  di dalam konpensi di atas, dianggap termuat pula secara lengkap di dalam

rekonpensi ini ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak keberatan apabila Tergugat Rekonpensi mengajukan
permohonan Cerai Talak, akan tetapi Penggugat Rekonpensi keberatan sekaligus menolak
apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut
mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam permohonan Cerai Talak

halaman 2 sampai dengan halaman 3, karena alasan-alasan tersebut tidak benar dan tidak

berdasar ;----------mm=mmmmmmmmmm e P p——

Bahwa apabila Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi diterima dan
dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara

aquo, maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban terhadap Penggugat Rekonpensi,

diantaranya adalah : -----------mmmmeaenv e
- memberikan mut’ah, dan --------mmmmrm
- memberikan nafkah iddah ; ------=-memem e

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilési'Hukum Islam ( KHI ) ; -----=-----
Bahwa oleh karena memberi mut’ah dan natkah iddah merupakan kewajiban bagi Tergugat
Rekonpensi dan merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi, maka guna memenuhi hak
Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi diwajibkan memberikan kepada
Penggugat Rekonpensi masing-masing mut’ah sebesar  Rp.300.000.000.- ( tiga ratus juta

rupiah ) dan nafkah iddah sebesar ~ Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) jumlah Rp.




3306.600.000,- ( tiga ratus tiga puluﬁ juta rupiz;h ) yang hal‘L;S 7dibayarkan oleh Tergugat
Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak ; --------------— -
Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi
telah terkumpul harta bersama berupa barang-barang, baik barang tidak bergerak maupun

barang bergerak yang harus dibagi sama besar antara Penggugat Rekonpensi dengan

Tergugat Rekonpensi, diantaranya adalah :

Barang tidak bergerak :

- sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya
SHM No0.03926, atas nama Moch.Zuhri bin
Rif’an, terletak di Kelurahan Medono, Keca
matan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,
yang dibeli pada tanggal 25 Juli 2012 dengan

harga : Rp. 300.000.000,-

dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Sudiro ; ----------
Timur : Tanah milik H.Syakir ; -------
Selatan : Tanah milik Radis ; -----------
Barat : Jalan Sunan Ampel ; ----------

- bangunan ruman terletak di Kelurahan Buaran,
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Peka
longan, yang dibangun pada bulan Januari

2011 dengan nilai bangunan sebagai berikut :

- bangunan rumah tingkat Rp. 165.000.000,-
- bangunan rumah induk Rp. 127.500.000,-
- bangunan rumah kost-kostan putri Rp. 60.000.000,-
- bangunan rumah kost-kostan putra Rp. 35.000.000,-

Jumlah Rp. 687.500.000,-

-




Barang bergerak :

- Nama barang

- Mobil Afanza

- Sepeda Motor Beat

- Sepeda Motor Spacy

- Alat Fitnes

- AC Politron

- Mesin Cuci Samsung

- Laptop Dell

- Spring Bad Eagle

- Spring Bad Impression

- 2 set Kursi Santai

- 2 buah Meja Rias

- 2 set Almari Dapur

- 1 buah Jam kuno

- 2 buah Kompor Gas Cosmos
- 2 buah Kipas Angin kecil
- Kipas Angin Air Trolux,

Alat Pijat Kaki, Kalung

Kesehatan, Gelang Kesehatan,

Alat Kesehatan Mata, dan
Sabuk Pelangsing
- 1 set Hiasan Kaligrafi
- 1 buah Meja kerja
- 1 buah Almari Pakaian
- 1 buah Almari Hias besar
- I buah Almari tempat TV

- 8 buah Almart kost-kostan

Pembelian
Juli 2010

Mei 2011
Januari 2012
Des.2010
Februari 2011
Juni 2012
Mei 2011
Oktober 2011
Oktober 2011
Juni 2012
Oktober 2011
Februari 2011
Des.2011
Oktober 2011

Mei 2012

Oktober 2011

Oktober 2011

Harga :

Rp. 100.000.000,-

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Ron.

12.950.000,-
13.200.000,-
1.500.000,-
2.500.000,-
1.750.000,-
4.000.000,-
4.000.000,-
5.000.000,-
4.000.000,-
1.200.000,-
4.000.000.-
3.500.000,-
4.000.000.-

300.000,-

5.000.000,-
5.000.000.-

800.000.-
1.500.000.-
2.500.000,-
1.500.000,-

1.000.000.-




- Spring Bad kost-kostan Rp.  2.500.000,-

- 2 buah Etalase Baju Pengantin Rp. 4.000.000,-
- Gebyok dan Kursi Raja Rp. 12.000.000,-
- Kursi Pengantin biasa Rp. 5.000.000,-
- 2 buah Kelambu Pengantin Rp. 2.400.000,-
- Amben Dekorasi Pengantin Rp. 2.000.000,-
- 2 buah Baju Pengantin desain khusus Rp.  3.000.000,-
- Jembatan Dekorasi dan Pintu Masuk Rp. 1.000.000,-

- Beberapa Baju Pengantin, Aksesori

dan alat-alat Make Up Rp. 10.000.000,-
- 4 buah masin bordil manual,

6 buah mesin jahit, dan

1 buah mesin obras Rp. 20.000.000,-

Jumlah Rp. 241.100.000,-

Dengan demikian jumlah harta bersama yang harus
dibagi sama besar antara Penggugat Rekonpensi
dengan Tergugat Rekonpensi berupa barang tidak
bergerak dan barang bergerak apabila dinilai
dengan uang mencapai : Rp. 928.600.000,-

( sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah ) ;

7. Bahwa guna menjamin terpenuhinya gugatan Pengugat Rekonpensi dan terpeliharanya
barang-barang, baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang menjadi hak
bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka perlu kiranya
dilakukan sita terhadap seluruh harta bersama karena semua harta bersania dalam
penguasaan Tergugat Rekonpensi. yang rinciannya akan Penggugat Rekonpensi ajukan

dalam permohonan  tersendir te-mm-eemmmmmmmm




Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon  kepada Majelis Hakim

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl. untuk

memberikan putusan sebagai berikut : -

Dalam Konpensi :

1. Menolak permohonan Pemohon Konpensi untuk seluruhnya ; sin

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk

seluruhnya ; -----=---- —_—

2. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap seluruh harta bersama milik Penggugat

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; =-mmmnmmmemm commoom e
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi
masing - masing mut’ah  sebesar Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) dan
natkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta upiah ) jumlah Rp.330.000.000,-
(tiga ratus tiga puluh juta rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi
Kepada Penggugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak ; ----------=mmemmmcceemme-
4. Menetapkan harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;----------
5. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat ReKONpensi ; ---mn-mmmmmm oo
6. Menghukum Tergugat Rekonpens: untuk menyerahkan separo harta bersama yang menjadi

bagian Periggugat BEKONPENST § «mem e oo s s it st 5 i e

7. Membebankan biaya perkara menurut huKum § ———=--eceeomeemmm e

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
banding, verzet maupun Kasasi ; ==-=--=---mmmmsmm e
Atau :

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya. ==-=-=====mmmm e




Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi Replik Duplik, dimana di dalam Replikny a
Pemohon tetap mempertahankan permchonannya semula dan membantah atas jawaban dax-i
Termohon, dan Pemohon merasa keberatan atas gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi

mengenai mut’ah dan nafkah iddah, karena Tergugat telah berbuat nusyuz vyaitu pergi

meninggalkan Pemohon ; --- e memmmmmmee -

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis yang
pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula dan mempertahankan rekonpensi

mengenai nafkah iddah dan Mut’ah sedangkan rekonpensi mengenai tuntutan harta bersama

dicabut karena akan diajukan tersendiri oleh Termohon ;--------==-emceeeeev -—--

g e e e e e

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon

telah mengajukan bukti surat berupa : ---====m-m-momomememee - -——-

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor:XXXXX tertanggal 14 September 2010, yang telah

dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dji

persidangan ( bukti P.1.) ; =mememmm e

2.- Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 3375042510830006
tertanggal 17 Januari 2012, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (P.2) ; --—---=-mmmmmemommommmem e

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya scbagai berikut :

1. SAKSI P1, umur 49 tahun, agama lslam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di
Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan; ---------=----===-==--
Bahwa saksi adalah Guru Mengaji Pemohon ketika masih kecil, tidak mempunyai
hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon baik dalam garis lurus maupun dalam
garis perkawinan dengan kedua belah pihak, yang dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagal berikut 1 —=---=-mmmmmm e
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah 2 tahun

4 bulan sejak sekitar September 201 0; =mmmmmmmmm e




- Bahwa saksi mengetahui, karena waktu itu saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan
Termohon dan sebagai petugas membacakan khutbah nikah pada acara ijjab kabul

pernikahan; e SR

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah
orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah Pemohon di Buaran,

Pekalongan Selatan selama 1 tahun 10 bulan; =

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang
saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, namun kemudian pada bulan Juli 2012 Pemohon dan Termohon
bertengkar disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon bersama

teman-temannya sementara Pemohon sibuk dengan pekerjaannya; -

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon

dan Termohon; --------------

- Bahwa dari cerita Pemohon, setelah berpisah Termohon pernah pulang pada bulan
Agustus 2012 selama 3 hari hanya untuk mengambil barang-barang milik Termohon,

kemudian Termohon pergi lagi dan sejak itu tidak pernah kembali lagi hingga

sekarang; ---------=-=-=--m-m-m-- IO,

SAKSI P2, umur 52 tahun, agama Islan, pekerjaan Buruh Batik, tempat kediaman di

Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;-----------------=-------

Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon; yang dibawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagal Betikul i semmss e e

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah 2 tahun

4 bulan sejak sekitar September 2010 -—rremmemmmssss s s s e
- Bahwa saksi menjadi kakak ipar sejak tahun 2002;--=-----=mnmmmmmmmmmm o
- Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan;---------- .
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah Pemohon di

Bugren, Pekalongan setaia 1 taling 10 bulisg oo onsi ot msnss i sssnamsn




Sy

- Bahwa keadaan rumah tangea Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis,
kemudian saksi pernah mengetahui Termohon 2 kali menangis curhat kepada isteri

saksi, lalu dipanggilkan orang tua Pemohon, kemudian didamaikan, tapi saksi tidak

tahu sebabnya; ---- - - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 5 bulan sejak bulan

Agustus 2012 sampai dengan sekarang; --------=---=-==------

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan

pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sebab Termohon pulang karena sering pergi sendiri dengan teman-temannya

dan Pemohon sering makan sendirian;----=-=============-==-=-=--
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha dan dagang dalam bidang pakaian batik
terutama pakaian daster dan mempunyai karyawan sekitar 40 orang; --------=--==--=------
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi penghasilan Pemohon, tapi menurut keterangan

Pemohon penghasilannya dapat diprediksi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

setiap NATT;—==--==n=mmmmmmmmmmmmmmmmmmm oo

- Bahwa ibu Pemohon sudah pernah merukunkan, tetapi tidak berhasii;---------=-=-=-=-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa : ---------=-------
Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor : XXXXX, tertanggal 15 Juli
2012: yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya di persidangan (bl T, 1) 5 s et oS
Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX, tertanggal 14 September 2010, yang telah
dinascgelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di

persidanpan (Balhl T2} 5 e s e st st s

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :---
SARSI T1, umur 57 tahun, agama [slam, pekerjaan Buruh / dagang, tempat kediaman di
Kelurahan Soko, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;------=--=mrm--meememmonaceoas

Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon: yang dibawah sumpahnya telah memberikan

E I R g ol & e e e A, e o e R S
keterangnn sebapal eyl | ——o-—memm e




Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah

sudah 2 tahun 4 bulan sejak sekitar September 201 1;-=-=-m=mmmmmmmmm e

Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan; —
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua

Termohon selama 5 hari, kemudian tinggal di rumah Pemohon di Buaran Pekalongan

selama 2 tahun; ------- - - -

Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon, bahkan sering membantu

pekerjaan Pemohion; s s s

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Terrnohoh semula rukun dan harmonis,
kemudian sering bertengkar disebabkan Pemohon memperlakukan Termohon tidak
layaknya suami terhadap isteri, Pemohon memperlakukan Termohon seperti majikan
kepada pembantu rumah tangganya, disamping itu Pemohon mempunyai kelainan suka
berhubungan dengan waria/bencong dan sering bersama satu kamar di rumah Pemohon

dengan waria tersebut, diantaranya yang bernama NIKITA; ------ mmmmm e

Bahwa Pemohon sudah 6 kali dirawat di rumah sakit dan selama itu pula saksi ikut

menemani dan menunggui di rumah sakit; ----- e

Bahwa saksi tidak tahu persis penyakit yang diderita Pemohon, karena dokter tidak

bersedia menjelaskan;------ e
Bahwa selama di rumah sakit kebanyakan yang menjenguk Pemohon adalah waria dan
waria tersebut kalau datang menjenguk menciumi dan memeluk erat Pemohon;--------------
Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah kira-kira sudah 5 bulan sejak
sekitar akhir Agustus 2012 sampal dengam BERATRING ~—rrremmrm e i i s o i
Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil; --
Bahwa Pemohon mempunyai perusahaan konveksi daster batik sejak dari pembuatan awal
sampai penjahitan, pengepakan dan penjualan; --=------=-s-momomomomomo
Bahwa jumlah karyawan Pemohon sekitar 50 orang, terdiri dari 40 orang penjahit

selainnya yang obras. melempit dan mengepaki, tiap harinya bisa menghasilkan jahitan




sebanyak 80 kodi sedangkan keuntungan per kodinya adalah Rp. 20.000,- atau Rp.1000.-

per potong dan seminggu sekali karyawan libur 1 hari tiap hari Jumat; - —
Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu
rupiah) setiap harinya disamping itu Pemohon mempunyai usaha rias pengantin dan

menyewakan kost-kosan yang jumlahnya ada 16 kamar dengan harga sewa per kamar per

bulan Rp. 250.000,-;
Bahwa Termohon pernah kembali ke tempat Pemohon selama 3 hari untuk mengambil

pakaiannya, dan setelah Termohon pergi Pemohon sama sekali belum pernah menjemput

Termohon sampai dengan sekarang; —

SAKSI T2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dj

Kelurahan Soko, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan; -

Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon; yang dibawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut : ===---m-memmmmm e

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah
sudah 2 tahun 4 bulan sejak sekitar September 201 1; -=mnmmmmmmmmmmmmm e
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah

saksi selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Buaran,

Pekalongan selama 2 tahun;------- e mmoen -—- -

Bahwa saksi sering ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, bahkan sering menginap
dan membantu pekerjaan Pemohon dan Termohon lebih-lebih ketika Pemohon sakit dan
dirawat di rumah SaKit;—=---mmmm e
Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun
dan harmonis, kemudian sering bertengkar terus dan akhirnya Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan pulang ke tamah SAKSI;, ~mmmmmmmmmmmmme e
Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Pemohon
mempunyai penyakit HIV / AIDS; wwemmmmmm e
Bahwa saksi sering menjenguk dan sebanyak 6 kali Pemohon dirawat di rumah sakit dan

menvetahut penvakit Pemohon tersebut dari pengakuan Pemohon kepada Termohon




setelah didesak oleh Termohon mengenai hasil Laboratorium tentang penyakit Pemohon
LS S e
- Bahwa saksi mengetahui penyakit Pemohon ketika Termohon berobat ke Dokter Widwya
dengan gejala di badanya muncul bisul-bisul kecil (melenting) dan kencing darah / nanah

dari kemaluannya dan Dokter Widya memerintahkan agar Termohon memeriksakan ke

Laboratorium; ----------—-—-

- Bahwa Pemohon sering pergi bersama waria, sering memasukkan waria ke kamar

pribadinya dan makan bersama di kamar;-- — —

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah Homo Seksual / mempunyai kelainan jiwa

tidak seperti layaknya laki-laki yang normal; -

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan sejak Agustus 2012

sampai dengan sekarang; - -

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai pengusaha konveksi daster batik, tapi
penghasilannya tidak mengetahui persis, yang saksi tahu penghasilannya 80 kodi perhari

dan mempunyai karyawan sekitar 50 Ol A g === == = e s

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut pada
prinsipnya tidak ada yang dibantah oleh Kuasa Hukum Pemohon e
Menimbang, bahwa Pemohon pada tahap kesimpulannya menyatakan bertetap pada dalil-
dalil permohonan dan repliknya serta menyanggupi akan memberikan tali asih berupa biaya naik
haji (ONH). begitu pula Termohon tetap membantah alasan-alasan pokok perceraian yang
diajukan oleh Pemohon dengan mempertahankan jawaban, rekonpensi dan dupliknya serta
keduanya mohon e
Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal
sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak

terpisahkan satu sama lainnya dengan putusan ini : —-------===e<--ceee oo




TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah

terurai di atas ; ---- . - - —— —

Menimbang, bahwa tahapan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 5
Oktober 2012 telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4
PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008; tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak
berhasil, disamping itu pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan

kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tetap

tidak berhasil ;---=-m==-=-mmeee e ----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat
tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan (bukti P.1), sedangkan perkara ini
termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2)
UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 serta telah diubah lagi dengan
UU no. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pekalongan berwenang mengadili perkara ini ; ---------

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti sah sebagai conditio sine qua non dalam
perkara perceraian, dan menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai
suami istri masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah
pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehingga Pemohon
memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan a quo ; —-=-===mmmmmemeccoce

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon
pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi
perselisihan dan percekcokan yang disebabkan karena :

- Masalah keuangan dimana Termohon menghendaki dan menuntut untuk ikut memegang
dan mengelola keuangan usaha batik sablon yang dikelola oleh Pemohon akan tetapi

Pemohon belum mengijinkan sebab Termohon belum berpengalaman apalagi modal

usaha batik yang dikelola Pemohon hutang dari bank ataupun hutang pada pihakketiga ; ---




- Termohon mengingkari komitmen awal sebelum menikah yaitu akan memperhatikan dan
focus pada keluarga akan tetapi setelah menikah menuntut ingin kerja pada instansi / bank

/ perusahaan ;--- _—

- Termohon kurang perhatian pada Pemohon termasuk ketika Pemohon sakit dan opname

di rumah sakit Termohon ogah ogahan menunggui di rumah sakit ; -—--
Menimbang, alasan-alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut,
ternyata dibantah oleh Termohon karena alasan-alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar,
namun Termohon mengakui bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak

harmonis, karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

penyebabnya justru berasal dari Pemohon sendiri ; —e-mm-mmmmmm s
Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata
saksi tersebut tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun saksi 1 Pemohon tersebut
hanya mengetahui jika Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang antara
Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pulang ke rumah
orang tuanya namun saksi 1 Pemohon tersebut tidak tahu penyebabnya yang pasti ; --=------=--=-=--
Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengetahui jika Termohon pernah menangis dan
curhat pada istri saksi dua kali karena ada masalah rumah tangganya dan sudah didamaiakan oleh
Ibu Pemohon namun saksi 2 Pemohon tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ; ~=-=-=--mmmmmcmocmomoooee
Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon ternvata
benar bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan
Termohon memang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
vang penyebabnya bukan dari Termohon, namun yang menjadi penyebab utamanya justru
berasal dart Pemohon sendiri vaitu :
t. Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon sebagai istri dan Pemohon memberlakukan

Termohon sebagai pembantunya. karena Pemohon terlalu sibuk dengan bisnisnya dan




Pemohon lebih sering pergi dan bergaul dengan para waria/bencong, bahkan Pemohon sering
memasukkan waria ke kamar pribadinya (saksi 1 dan saksi 2 Termohon) ; ---------=-==ammmmmmm =
2. Ketika Pemohon sering dirawat di Rumah sakit ternyata banyak bencong yang
menemani/menunggui Pemohon dan berbuat dengan Pemohon yang tidak sewajarnya, seperti
saling memeluk dan berciuman (saksi 1 Termohon) ; =----=====mmmmmmmm s
3. Sejak Pemohon mengakui pada Termohon bahwa dirinya positip mengidap penyakit
HIV/AIDS maka Termohon merasa sock berat dan khawatir akan tertularnya penyakit

tersebut maka Termohon pulang ke rumah orang tuanya ; ------------- - ———

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon ternyata
kepergian Termohon dari rumah Pemohon adalah karena adanya kekhawatiran tertularnya
penyakit HIV/AIDS dari Pemohon, maka menurut Majelis Hakim kepulangan Termohon dari
kediaman bersama dinilai bukan perbuatan nuUSyuz ; ------=======mmm s

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan
percekcokan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi
baik kembali di masa yang axan datang dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karena
itu Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa
rahmah, sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian ; ---==-=-==msmecomeceeoeeem.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun
1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan berdasarkan keadaan
rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit dipertahankan serta
tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang
lebih besar ; ----- — ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka per
mohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka
sesual dengan pasal 19 hurut (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 hurut (f) Kompilasi Hukum

[slam di Indonesia: permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada
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Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadiian

Agama Pekalongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;------======rmmmommmmmmemm e

DALAM REKONPENSI
Menimbang, bahwa di dalam rekonpensinya Penggugat Rekonpensi mengajukan

rekonpensi berupa mut’ah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta

rupiah) ; e e ---- --

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut pihak Tergugat Rekonpensi
keberatan karena tuntutan tersebut berlebihan diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi, dan

Tergugat Rekonpensi menolak memberikan mut’ah tersebut karena Penggugat Rekonpensi teiah

berbuat nUSYUZ; ~--m-m e --

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulannya Pemohon (Tergugat Rekonpensi) jika
terjadi perceraian bersedia memberikan tali asih kepada Terr‘nohon (Penggugat Rekonpensi)
berupa biaya/ongkos naik Haji (ONH); ~-=--mmmmm e

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Penggugat Rekonpensi yaitu keterangan Saksi
I dan saksi 2 Termohon dalam konpensi bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pengusaha konfeksi
daster yang mempunyai karyawan sekitar 50 orang dan penjahitnya ada 40 orang (dikuatkan oleh
saksi 2 Pemohon) dengan hasil jahitan rata-rata 80 kodi perharinya sedangkan nilai
keuntungannya per kodi adalah Rp.20.000.- atau Rp.1.000,- per potong dengan libur seminggu
satu kali maka penghasilan Pemohon (Tergugat rekonpensi) dari usaha konfeksi tiap bulannya
adalah 80 kodi X Rp.20.000,-X 25 hari = Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta Rupiah) dan kalau
dibuat rata-rata minimalnya asumsi penghasilan Tergugat Rekonpensi tiap bulannya adalah
Rp.30.000.000; —mmmmmm oo e

Menimbang, bahwa perhitungan tersebut Menurut Majelis Hakim adalah wajar dan
cukup rasionai, sedangkan Tergugat rekonpensi di dalam kesimpulannya membantah keterangan
saksi 1 dan saksi 2, namun Tergugat Rekonpensi tidak bisa membuktikannya. berdasarkan saksi 2
Pemohon (Tergugat Rekonpensi) mengakui jika karyawan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) ada

sekitar 40 orang dan penghasilannya adalah Rp.1.000.000.-per bulan itupun hanva mendengar




dari Pemohon principal adalah hal yang tidak wajar dan sangat tidak rasional disamping itu masih
ada juga penghasilan Tergugat rekonpensi dari bisnis kos-kosan dengan jumlah kamar ada 16 dan
tiap kamar sewanya per bulan Rp.250.000,- disamping itu masih ada penghasilan Tergugat
Rekonpensi dari merias pengantin dan menyewakan alat-alat pelaminan resepsi perkawinan; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang setiap bulannya
berpenghasilan lebih dari Rp.30.000.000,- dan resiko yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi
akan keselamatan dirinya, kesehatannya, nama baik diri dan keluarganya dan keselamatan
keturunannya serta masa depannya akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi
yang menderita penyakit HIV/AIDS, maka Majelis Hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

pasal 149 (a) jo. 158 jo. 160 perlu menetapkan besarnya Mut’ah adalah Rp. 150.000.000.-

(seratus lima puluh juta Rupiah) ; T P

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi

mengenai nafkah iddah selama 3 bulan adalah 30.000.000,- pada prinsipnya Tergugat rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konpensi Majelis Hakim telah
menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz sehingga tidak perlu
dipertimbangkan kembali dalam Rekonpensi, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Isiam (KHI)
di Indonesia pasal 149 (b) jo. Pasal 152 dan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat
Rekonpensi maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya nafkah Iddah selama 90 hari adalah
Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ; —==-====-mem oo

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi akan memberikan tali asih
kepada Penggugat rekonpensi jika terjadi perceraian menurut Majelis Hakim dinilai masih
premature dan kabur karena tidak jelas untuk pembayaran ONH untuk tahun berapa? Dan
besarnya ONH berapa? Disamping itu masalah ONH merupakan hal yang telah disepakati berdua
ketika rumah tangga masih harmonis dan sudah dibayarkan sebagian pada waktu masih
mendaftar dulu, jadi menurut Majelis hakim kesanggupan tersebut tidak perlu dimasukkan dalam

EIANEY PLIELEISAIL smmemmmsmromm s smmm s o s s e = e




DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;-=-====mmmmmmmmmmmmmmem e - -

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan

dengan perkara ini;---------------- P menmm s -

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan PEMORON. § e e s i ---

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roj’i

terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;-----
DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; ------=----zm-smmcmmmecmeeme.

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat

Rekotmpensi sehasar R 30,000,000~ ; —mmmmmmme e e s

Lo

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut’ah  kepada Penggugat

. Rekonpensi sebesar Rp.150.000.000,- ; ==mmmmmmmmmmmm e

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya j -==-=-=---e-ceoeommmomem
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;------------eceeeeeee

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekalongan, pada hari Selasa,
tanggal 12 Februari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Robiul sani 1434 Hijriyah, oleh
kami. Drs. ISKHAQ, SH scbagai Ketua Majelis Hakim serta. Dra. Hj. SRI ROKHMANI dan
Drs. H. UMAR JAYA, SH. MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

hart itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk unm oleh Ketua Majelis tersebut dibantu
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oleh Drs. H. SUNTAMA Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ISKHAQ, SH

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
ttd ttd
Dra. Hj. SRI ROKHMANI Drs. H. UMAR JAYA, SH. MH..
PANITERA PENGGANTI
ttd

Drs. H. SUNTAMA

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Rp. 175.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp.  6.000.-

Jumlah  Rp. 266.000,-

( Duaratus enam puluh enam ribu rupiah ) ; ~-—-—-—eee.

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan

Drs. KAWAKIBY
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SALINAN PUTUSAN

Nomor : 100/Pdi.G/2013/PTA Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat
banding, datam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak

antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Tslam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
kepada H. ARIF N.S.,SH,MH. merupakan Advokat dan Konsultan Hukum,
yang beralamat di JI. Ki Hajar Dewantoro No.11 Doro Pekalongan Jawa
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2013,
semula  disebut  sebagai  PEMOHON,  sekarung  disebul  sebagai

PEMBANDING ;-

MELAWAN
TERBANDING, umur 24 tahun, Agama [slam, Pekerjaan [bu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa
Khusus kepada H.YUROFIQUN,SH. dan DWI HERI SANTOSA,SH.,
Keduanya  merupakan  Associates & Legal Consultants  pada Kantor
H. Yuroliqun,SH. & Associates. alamat di JI. Raya Jenggot No.189
Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus. tertanggal 21 Maret 2013,

semula  discbut  sebagai  TERMOHON,  sckurang  disebut  sebagai

PRI AN §omosmsns it st S —

Pengadilan Tinggi Agama

tersebut et ST A
Telah mempelajari berkas perkara dan semwa surat-sural yang berhubungan dengan perkara

e e e e

Salinan Putusan No. 100/PdL.G/2013/PTA.SMY
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl. tanggal 12 Februari 2013
M. bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :
MENGADILI
DALAM KONPENSI
[. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan
talak satu Roj’i terhadap Termohos (TERBANDING) di depan sidang
Pengadilan Agama Pekalongan ;--—-
DALAM REKONPENSI

I. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  Rekonpensi  untuk

sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar natkah
lddah  kepada  Penggugat  Rekonpensi sebesar Rp.

30.000.000,- -

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah
Mut'ah  kepada Penggugat Rekonpensi sebesar  Rp.

150.000.000,-  j=mmmmmmmmmmmmm e m e m o

4. Menolak gugalan Penggugat Rekonpenst untuk
selebihnya ; -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi) unwik membayar biaya perkara ini

sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) (---mmmmmmsommmmmmmemenme oo eee

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengaditun Agama
Pekalongan, bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 19 Pebruari 2013 telah
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0284/

Salinan Putusan No. 100/Pdt.G/2013/PTA.5mg
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Pdr.G/2012/PA Pkl. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani

1434  H. permohonar  banding tersebut  telah  diberitahukan pada  pihak

lawannya ;

Memperhatikan memori banding tanggal 15 Maret 2013 M. yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Pemohon / Pembanding dan kontra memori banding tanggal 25 Maret 2013 M.

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon / Terbanding, baik memori banding ataupun

kontra telah diberitahukan kepada para pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah
diajukan oleh Kuasa Pemohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara
yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-
undang Nomor : 20 tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding

sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, maka permohonan

banding terscbut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari
dan meneliti secara scksama berita acara persidangan, bukti-bukti tertulis maupun keterangan
saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor @ 0284/
Pd(.G/2012/PA Pkl. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani
1434 H. beserta pertimbangan hukum yang telah diuraikun didalamnya, selanjutnya
memberikan pertimbangan hukum schagai

herikut -

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan
Agama dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya di sctujui dan di

pertimbangkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat

Banding dan merasa perluuntuk menambahkan pertimbangan sehagai
berikut =mmmmmmmmmm s Menimbang, apa yang dimaksud dengan persclisihan dan

pertengkaran terus menerus sebagaimana di maksud dengan pasal 19 hurut fPP. No. 9 tahun
1975 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adanya pertengkaran dan perselisihan
yang selalu timbul dari sikap dan tingkah laku kedua belah pibak yang berasal dart sifat dan

kepribadian yang sulit untuk dapat diubah dalarn wekiu singkal serta sikap ceois yung mau

Salinan Putusan No. 100/Pdt.G/2013/PTA.5mg
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menang sendiri dan sifat kepribadian lainnya yang berakibat kepada inharmonisasi hubungan
dalam rumah tangga yang lebik jauh berakibat broken home dan sudah sulit untuk

disembuhkan, schingga dapat di terima sebagal alasan untuk terjadinya scbuah

perceraian ;
Menimbang, bahwa dari perlimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Pekalongan ini sepanjang

dalam Konpensi dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajulkan Rekonpensi

serta permohonan pemohon yang intinya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi di dalam Rekonpensi ini, maka disebut
sebugai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi agar dapat disebut sebagai Tergugat

Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai
o f=} o oo p o

berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk

seluruhnya

2. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap seluruh harta bersama milik Penggugat
Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi ;

5

Fo

Menghukum Tergugat Rekenpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi

masing-
masing :
e Mutah sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta

rupiah) ; —

¢ Nafkah iddah - sebesar  Rp. 30.000.000,- (tiga puiuh  juta

rupiah) ;
4. Menetapkan  harta bersamia milik  Penggugat  Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi --------
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5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo harta bersama yang
menjadi bagian Penggugat

Rekonpenst ;

6. Membebankari biaya perkara menurut

hukum ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

ada banding, verset maupun

kasasi ;

atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam hal Rekonpensi tidak cermat schingga melanggar azaz
putusan karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) yang
berbunyi “Hakim wajib mengadili atas segala bagian

Gugatan™ ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekalongan memeriksa dan mengadili dalam
Rekonpensi perkara ini hanya 2 (dua) petitum dari 7 (tujuh) petitum. oleh karenanya Majelis
Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah dan menyempurnakan pertimbangan

hukum perkara a qua sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonpensi dalwn hal harta bersama
dalam persidangan pada tanggal 8 Januvari 2013 Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya
sccara legas mencabut tuntutan gugatannya dan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan
respon atas pencabutan tuntutan ini dalam hal yang dapat dipahami bahwa Tergugat
Rekonpensi tidak keberatan atas pencabutan ini kendati sudah menanggapi dalam refliknya ;-

Meniinbang. bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi telah dicabut dengan
sendirinya tuntutan lain yang berkaitan langsung dengan gugalan tersebut juga terikut
dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a qua, karena yang dicabul tentang gugatan harta

gono gini dengan sendiri permintaan peletakan sita terhadap harta gono gini, tentang

pembagian dan gugatan serta merta dinyuatakan sudah tidak ada fagt ¢ e
Menimbang, babwa  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  sependapat dengan
pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Penggugat Rekonpensi

selainnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan
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Pengadilan Agama  Pekalongan  sebagaimana  bunyi amar di bawah

ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, segala

biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun biaya perkara pada

tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang
Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975,
Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor : 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan berhubungan dengan perkara ini j=-------m-mmmmmmmmmmmmmmm e

MENGADILI
- Menerima permohonan Banding Pemohon / Pembanding :-----

DALAM KONPENSI

¢  Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor @ 0284/Pde.G/2012/

PA.Pkl. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani 1434

DALAM REKONPENSI

e  Memperbaiki putusan Pengadilun Agama Pckalongan Nomor @ 0284/Pdt.G/2012/
PA Pkl schingga almar selengkapnya herbunyi schagai

berikutu :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ¢

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi
berupa :
- Natkah iddah sebesar Rp. 30.000.000.- (tga pululs jula tuplaii) jmmmmmmmemee s cemmmaae

- Uang mut"ah sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus Hina putub juta rupialy) smeesesseseeeeeme

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebinya j-—mememesmmmemmm s oo
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DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama

sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat

banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Semarang pada hari Sclasa tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9
Sya’ban 1434 H. oleh kami Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. sebagai Hakim
Ketua, Drs. H. SHOLEH, SH. MH. dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penctapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Semarang tanggal 29 April 2013 Nomor : 100/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD
SALAFUDDIN, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak

Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA :
Ted.
Drs. H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MIH.
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
Ted. Tud.
1. Drs. H. SHOLEH, SH.MH. 2. Drs. H. SLAMET JUFRIL, MH.
PANITERA PENGGANTI

Tiud.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S. Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pembeikasan :Rp. 139.000.-
2. Biaya Redaksi :Rp. 5.000.-
3. Biava Matcrai -Rp.  6.000.-

Jumlah - Rp. 150.000.-
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Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,
Ttd
H. TRI HARYONO, SH.
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HYURQFIQUN,SH & ASSOCIATES

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

ALY o e RABRAND. QM. JL. RAYA JENGGOT 189 PEKALONGAN TELP. ( 0285 ) 426719
Nomor : 90/ ALC-HY /XII/13 Pekalongan, 27 Desember 2013
Perihal : Permohonan Eksekusi.

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Pekalongan
di — Pekalongan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, H. YUROFIQUN, SH dan DWI
HERI SANTOSA, SH Advocates & Legal Consultants pada kantor
H. YUROFIQUN, SH & Associates, alamat Jalan Raya Jenggot No. 189
Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013
( terlampir ), bertindak mewakili untuk dan atas nama serta guna kepentingan :

Nama binti

Tempat tanggal lahir : Batang, 24 Desember 1988 ;

Agama : Islam ;

Pekaerjaan : Ibu Rumah Tangga ; - -
Tempat tinggal - Kelurahan Soko, RT.03 RW.02, Kecamatan Peka

: longan Selatan, Kota Pekalongan, selanjutnya mo
- hon disebut Pemohon ;

melawan :
Nama : [bin = emememmeme—e—e-
Tempat tanggal lahir : rekalongan, 2> Oktober 1983 ;
Agama : Islam ;
I'ekerjaan : Wiraswasta ; -
Tempat tinggal - Buaran Gang 1, RT.04 RW.01, Kelurahan Buaran,

. Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,
. selanjutnya mohon disebut Termohon ; --------—----

Perkenankan Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dalam perkara
No.0284/Pdt.G/2012/PA.PKL jo. No.100/Pdt.G/2013/PTA.Smg. di Pengadilan
Agama Pekalongan.

Bahwa oleh karena eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon bersifat
pembayaran sebesar Rp.160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah ), maka
guna terlaksananya pembayaran tersebut perlu kiranya dilakukan Sita Eksekusi
atas harta benda milik Termohon berupa : e




Penetapan Perintah Sita Eksekusi
(Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBg.)

SALINAN
PENETAPAN
Nomor : 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan telah membaca :

1. Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tanggal 12

- Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 H. dalam perkara
antara :

binti umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Soko RT. 03 RW. 02, Kecamatan
Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dalam hal ini telah memberikan
Kuasa Khusus kepada :
1. H. YUROFIQUN, S.H.
2. DWI HERI SANTOSA, S.H.
Advocates & Legal Consultants pada Kantor pada kantor H. Yurofiqun,
S.H. & Associates, alamat JI. Raya Jenggot 189 Pekalongan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013 selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON;

Melawan :
bin _ , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

bertenipat tinggal di Buaran Gang 1 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Buaran,

Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selanjtnya disebut
sebagai TERMOHON;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :
DALAM KONPENSI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( ~ bin ") untuk
menjatuhkan talak satu Roj’i terhadap Termohon ( binti )

didepan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;

DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat
Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi unfuk membayar Mut’ah kepada Penggugat
Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENS!
- Membebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya




- Utara : Tanah milik Sudiro;

- Timur : Tanah milik H. Syakir;
- Selatan : Tanah milik Radis;
Barat : Jalan Sunan Ampel;

kepunyaan Termohon Eksekusi yang kiranya cukup untuk memenuhi isi Putusan
tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan Penetapan ini.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 18 Pebruari 2014

Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Ttd

Dra. Mustaqaroh, S.H.,M.M.

Perincian Biaya :
1. Materai surat Penetapan : Rp. 6.000,-

2. Biaya Penetapan : Rp. 25.000.-
Jumlah : Rp. 31.000,-
UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
PANITERA

Drs. KAWAKIBY




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : WASILATUL HABIBAH

Tempat Lahir : Pekalongan

Tanggal Lahir : 12 Juli 1989

Alamat : Kradenan Gg. 2 sebelah timur Musholla Ar Rohmah
Pekalongan Selatan

Riwayat Pendidikan:

1. TK Muslimat Banyurip Alit lulus tahun 1995

2. SDI YPI Buaran lulus tahun 2001

3. MTs P3HM Lirboyo Kediri lulus tahun 2005

4. MA P3HM Lirboyo Kediri lulus tahun 2008 '

5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah.

Masuk tahun 2010

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah
Nama Lengkap : H. SHOBIRIN
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kradenan Gg. 2 sebelah timur Musholla Ar Rohmah
Pekalongan Selatan
2. Ibu
Nama Lengkap : Hj. RODLIYAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kradenan Gg. 2 sebelah timur Musholla Ar Rohmah

Pekalongan Selatan
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2015
Yang membuat

o 1))

A

WASILATUL HABIBAH
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